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IMPLEMENTASI PENCANTUMAN AHLI WARIS DALAM SURAT

KETERANGAN WARIS DI KELURAHAN TEMBILAHAN HILIR
Oleh: Putri Fatimah Azzahra
Pembimbing I : Darmiwati, SH., MH, Pembimbing Il : Herdiansyah, L¢., MA

&0 ABSTRAK
81
Surat Keterangan Waris (SKW) merupakan dokumen yang berfungsi

sebagai alat pembuktian dan dasar adminiggmtif dalam berbagai urusan kewarisan.
Menurut Kompilasi Hukum lsm(Kﬂl)1 ahli waris tidak hanya terdiri dari suami
atau istri dan anak, tetapi juga orang tua pewaris yang masih hidup. Namun, dalam
praktik di Keaahan Tembilahan Hilir masih d'@nu](an SKW yang tidak
mencantumkan orang tua pewaris sebagai ahli waris. Penelitian ini bertujuan untuk
ngetahui implementasi pencantuman ahli waris dalam SKW serta dampak dan
upaya yang dapat dilakukan terkait tidak dicantumkannya orang tua pewaris
sebagai ahli waris. gy

Perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana proses
implementasi pencantuman ahli waris dalam surat keterangan ahli waris@KW) di
kelurahan tembilahan hilir. 2) Apa dampak tidak dicantumkannya orang tua
pewaris sebagai ahli waris dalam surat keterangan waris (SKW) di kelurahan
tembilahan hilir serta bagaimana upamxang dapat dilakukan.

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum empiris yang bersifat
deskriptif analisis. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan
aparat elurahan Tembilahan Hilir serta masyarakat yang pernah mengajukan
SKW. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif.

Hasil elitian dan pembahasan 1). Bagaimana proses implementasi
pencantuman ahli waris dalam Surat Keterangan Waris (SKW) di Kelurahan
Tembilahan Hilir. Menunjukkan bah'maencantuman ahli waris dalam SKW
umumnya didasarkan pada dokumen administrasi kependudukan, seperti Kartu
Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan sura atian. Dalam praktiknya, ahli
waris yang dicantumkan lebih berfokus pada keluarga inti, yaitu suami atau istri
dan anak-anak pewaris, sehingga orang tua pewaris tidak selalu dicantumkan.
Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan antara praktik administrasi dan
ketentuan KHI. Dampaknya adalah belum terwujudnya kepastian dan perlindungan
hukum secara optimal bagi seluruh ahli waris. Upaya yang dapat dilakukan yaitu
meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hukum kewarisan, memberikan
penjelasan yang lebih rinci oleh aparat kelurahan, serta menyesuaikan praktik
administrasi dengan ketentuan KHI.
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IMPLEMENTATION OF THE INCLUSION OF HEIRS IN THE

INHERITANCE CERTIFICATE IN THE DOWNSTREAM VILLAGE
By: Putri Fatimah Azzahra
Supervisor [: Darmiwati, S.H., M_H. Supervisor II: Herdiansyah, Lc., M.A.

ABSTRACT

A Certificate of Heirship (Surat Keterangan Waris/SKW) is a document that
gryes as evidence and an administrative basis in various inheritance matters.
According Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam/KHI),
heirs consist not only of the husband or wife and children, but also the deceased’s
parents who are still alive. However, in practice, there are still Certificates of
Heirship issued Tembilahan Hilir Village that do not include the deceased’s
parents as heirs. This study aims to determine the implementation of the incluggg;
of heirs in the Certificate of Heirship and to examine the impacts and efforts that
can beandertaken regarding the exclusion of the deceased’s parents as heirs.

The research problems in this study are: (1) How is the process of
implementing the inclusion of heirs in the Certificate of Heirship (SKW) in
Tembilahan Hilir Village? (2) What are the impacts of not including the deceased’s
parents as heirs in the Certificate of Hemjp (SKW) in Tembilahan Hilir Village,
and what efforts can be made to address this issue?

This research employs an empirical legal research method with a
descriptive-analytical approach. The data were obtained through observations and
interviews with officials of Tembilahan Hilir Village and members of the
comty who had previously applied for a Certificate of Heirship. The collected
data were analyzed qualitatively.

The results of the study indicate that the inclusion of heirs in the Certificate
of Heirship in Tembilahamilir Village is generally based on population
administration documents, such as Family Cards, ity Cards, and death
certificates. In practice, the heirs list to focus onlEnuclear family, namely
the husband or wife and the children of the deceased, resulting in the deceased’s
parents not always being inclu This condition demonstrates a discrepancy
between administrative p@ce and the provisions of the Compilation of Islamic
Law. As a consequence, legal certainty and legal protection for all heirs have not
been optimally realized. Efforts that can be undertaken include increasing public
understanding of inheritance law, providing more dged explanations by village
officials, and aligning administrative practices with the provisions of the
Compilation of Islamic Law.
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BABI

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH
Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan

dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
2

Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara

hukum.”! Sebagai negara hukum, setiap tindakan masyarakat maupun

penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan pada hukum yang berlaku
agar terciptanya ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Hukum berfungsi

sebagai pedoman sekaligus alat untuk menciptakan tatanan sosial yang teratur

(194

serta memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban warga negara.
(74]
Salah satu bidang hukum yang memiliki peranan penting dalam kehidupan

masyarakat adalah hukum kewarisan, karena menyangkut peralihan hak dan

kewajiban seseorang setelah meninggal dunia.
(41]
Hukum kewarisan merupakan salah satu aspek penting dalam sistem hukum

nasional yang mengatur transfer harta benda dan properti dari satu generasi ke

1]
generasi berikutnya. Hukum waris pada dasarnya mengatur mengenai

perpindahan harta seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya.

(1]

Hukum waris di Indonesia hingga kini masih bersifat pluralistik. Dalam
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berlaku beragam sistem hukum
45]

kewarisan, yaitu hukum waris Islam yang termuat dalam Buku II Kompilasi

Hukum Islam (KHI), hukum waris adat yang berkembang berdasarkan norma-

Undang-Undang Dasar 1945




norma sosial masyarakat, dan hukum waris barat yang tercantum dalam diatur
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

mpilasi Hukum Islam (KHI) yang diberlakukan melalui Instruksi
Presiden Nomor 1 Tahun 1991 merupakan salah satu dasar hukum penting
bagi umat Islam di Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan kewarisan.
KHI disusun k memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam
pembagian warisan, sekaligus sebagai upaya menyatukan ketentuan hukum
kewarisan yang sebelumnya bersifat pluralistik. Meskipun demikian, dalam
praktiknya masih terdapat berbagai tantangan dalam penerapan hukum
kewarisan berdasarkan KHI, terutama g berkaitan dengan aspek keadilan
dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa waris.”

salah harta pusaka sering menjadi sumber sengketa dalam keluarga,
terutama dalam menentukan siapa saja yang berhak dan tidak berhak menerima
warisan, yang pada gilirannya dapat menimbulkan keretakan hubungan
kekeluargaan. Menurut salah satu pihak, pembagian yang dilakukan dianggap
sudah adil, sedangkan pihak lain masih menganggapnya tidak adil. Hal ini
menunjukkan bahwa ukuran keadilan menurut pemikiran manusia bersifat
subjektif. Dalam konteks tersebut, um kewarisan Islam hadir sebagai
salah satu sistem yang memberikan pengaturan yang jelas dan terperinci
mengenai pembagian harta warisan. ariat Islam menetapkan aturan waris

dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Di dalamnya ditetapkan hak

kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan,

2 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 2015, hlm.115.
? Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 rentang Kompilasi
Hukum Islam.




dengan cara yang sah menurut hukum. Syariat Islam juga menetapkan hak
pemindahan kepemilikan seseorang setelah meninggal dunia kepada para ahli
warisnya yang memiliki hubungan kekerabatan dan nasab.

-Qur‘an merupakan acuan utama dalam penentuan pembagian waris,
sedangkan ketentuan kewarisan yang bersumber dari hadis Rasulullah saw. dan
ijma’ para ulama jumlahnya relatif lebih sedikit. Dapat dikatakan bahwa dalam
syariat Islam, hanya sedikit ayat Al-Qur’an yang merinci suatu hukum secara
detail, kecuali dalam hal kewarisan yang diatur secara jelas dan rinci.* Melalui
ketentuan hukum waris, seseorang g memiliki hubungan keluarga dengan
pewaris memperoleh jaminan hukum terhadap haknya atas harta peninggalan
tersebut. Selain memiliki nilai hukum, kewarisan juga berkaitan erat dengan
nilai sosial, ekonomi, dan moral karena menyangkut kesejahteraan dan
keadilan antara anggota keluarga yang ditinggalkan.

Oleh sebab itu, pengaturan hukum kewarisan di Indonesia ak hanya
menitikberatkan pada aspek yuridis, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai
kemanusiaan dan keadilan yang hidup di masyarakat. gkum waris sangat
erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia
pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian.” Dalam
praktiknya, pelaksanaan hukum kewarisan juga memerlukan dukungan
dokumen administratif yang sah. Salah satu dokumen penting yang berfungsi

sebagai bukti administratif sekaligus dasar hukum dalam proses tersebut

adalah Surat Keterangan Waris (SKW). SKW memuat keterangan lengkap

19
4Edah Sari, “Pengaturan Pembagian Hak Kewarisan Kepada Ahli Waris Dalam
Hukum Waris Islam Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI)”, Jurnal Himiah Hukum
Dirgantffliyol. 7 No. 2,2017, hlm87-105.
® Suhrawardi K. Lubis, Hukum Waris Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm.29.
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mengenai keadaan seseorang yang telah meninggal dunia beserta ahli waris

yang berhak atas harta peninggalannya. Dokumen ini berperan sebagai alat
5

pembuktian bagi ahli waris yang sah terhadap harta peninggalan pewaris, dan

diperlukan dalam berbagai urusan hukum maupun administrasi, seperti

pengalihan hak atas tanah, pencairan dana di perbankan, pengurusan

administrasi kependudukan, serta pemenuhan hak-hak keperdataan nnya.
Selain itu, SKW juga berfungsi untuk menunjukkan ahli waris yang benar dan
sah, mengubah nama kepemilikan, serta melindungi dan mencegah terjadinya
penyalahgunaan  wewenang terhadap harta peninggalan pewaris.ﬁ

Sehubungan dengan pentingnya fungsi tersebut, pengeluaran SKW
dilakukan melalui prosedur tertentu yang berbeda-beda sesuai status
kewarganegaraan dan keturunan ahli waris. Berdasarkan ketentuan hukum
yang berlaku, secara umum i warga negara Indonesia penduduk asli, SKW
dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan dua orang saksi dan dikuatkan
oleh Kepala Desa/Kelurahan serta Camat setempat. gi warga negara
Indonesia keturunan Tionghoa, SKW diterbitkan berupa akta di hadapan
notaris, sedangkan untuk warga negara Indonesia keturunan Timur Asing
lainnya, SKW erbitkan oleh Balai Harta Peninggalan sesuai peraturan yang
berlaku. Dalam pelaksanaannya di masyarakat, penetapan siapa yang menjadi
ahli waris dilakukan melalui SKW g diterbitkan oleh kelurahan atau

instansi berwenang, karena dokumen ini berfungsi sebagai bukti administrasi

sekaligus dasar hukum bagi para ahli waris.”

wan HR, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pe ta, 2018, him 56.
7 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1997 rentang Tata Cara Pembuatan
Surat Keterangan Waris bagi WNI.




Untuk membuktikan kedudukannya sebagai ahli waris yang sah, sesuai

dengan ketentuan hukum yang berlaku, para ahli waris harus menunjukkan

bukti tertulis yang dapat berupa SKW, wasiat pewaris, putusan pengadilan,

3
atau penetapan hakim/kepala pengadilan. Dengan demikian, SKW tidak hanya

berfungsi sebagai alat pembuktian administratif, tetapi juga menjadi instrumen

yang memberikan perlindungan hukum dan menjamin kepastian hak bagi para
ahli waris. Keabsahan dan ketepatan pencantuman ahli waris dalam SKW
menjadi aspek penting untuk menjamin kepastian hukum serta mencegah
timbulnya perselisihan di antara ahli waris, sekaligus memfasilitasi

penyelesaian hak waris secara tertib dan adil.

Peralihan hak karena pewarisan terjadi secara otomatis sejak pewaris

meninggal dunia, baik terhadap harta berupa benda bergerak maupun tidak

bergerak, termasuk bidang tanah. Sejak saat itu, para ahli waris menjadi

pemegang hak yang sah.* Salah satu peraturan penting dalam KHI adalah Pasal

174 ayat (1), yang menyebutkan bahwa ahli waris terdiri dari keluarga sedarah,
baik menurut garis lurus ke atas maupun ke bawah, dan garis ke samping, serta

suami atau istri. Artinya, orang tua pewaris, baik ayah maupun ibu, tetap

termasuk sebagai ahli waris selama pewaris meninggalkan keduanya dalam

keadaan hidup. Oleh karena itu, dalam praktik pencantuman ahli waris,

8 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3
Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah, Pasal 111 ayat (1) huruf ¢ angka 4.
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seharusnya orang tua tetap dimasukkan sebagai pihak yang berhak menerima

warisan.”
Namun, dalam praktik di lapangan khususnya di Kelurahan Tembilahan

Hilir, ditemukan bahwa Surat Keterangan Waris (SKW) yang diterbitkan tidak

mencantumkan seluruh ahli waris sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum

Islam, terutama orang tua pewaris yang masih hidup, padahal secara hukum

dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum

Islam (KHI), yang menegaskan bahwa hak waris tidak dapat dihapuskan hanya
karena pewaris telah berkeluarga, selama masih terdapat hubungan darah dan
pembagian waris belum dilaksanakan sesuai ketentuan syariat. Fenomena ini
menunjukkan ya kesenjangan yang nyata antara norma hukum formal dan
praktik pencantuman ahli waris di tingkat kelurahan yang dapat berpotensi
menimbulkan ketidakadilan dan sengketa hukum di kemudian hari.

Ketidaktepatan pencantuman ahli waris dalam SKW juga berdampak
praktis terhadap kehidupan keluarga; seperti perselisihan internal dan konflik
administratif ketika hak ahli waris yang seharusnya terpenuhi tetapi diabaikan.
Hal ini menunjukkan bahwa pencantuman ahli waris dalam SKW bukan
sekadar formalitas administrasi, melainkan memiliki implikasi langsung
terhadap kepastian dan perlindungan hukum bagi setiap ahli waris.'"” Faktor

penyebab permasalahan ini antara lain adalah kurangnya pemahaman dan

sosialisasi mengenai hukum kewarisan, baik di kalangan aparat kelurahan

@)mpi]asi Hukum Islam, Buku II tentang Kewarisan, Pasal 174,

S F. Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia,
Liberty, Yogyakart, 2017, hlm.29.




maupun masyarakat. Aparat kelurahan sebagai pihak yang berwenang
menerbitkan SKW memerlukan pedoman yang jelas dan seragam agar
pencantuman ahli ris dapat dilakukan secara akurat dan sesuai dengan
ketentuan hukum. Di sisi lain, masyarakat juga perlu memahami hak-hak

mereka sebagai ahli waris agar dapat menuntut perlindungan hukum secara

tepat.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan

dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses implementasi pencantuman ahli waris dalam surat

keterangan waris (SKW) di Kelurahan Tembilahan Hilir?

2. Apa dampak tidak dicantumkannya orang tua pewaris sebagai ahli waris
dalam surat keterangan waris (SKW) di Kelurahan Tembilahan Hilir,

serta bagaimana upaya yang dapat dilakukan?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :
1. Untuk mengetahui implementasi pencantuman ahli waris dalam surat

keterangan waris di Kelurahan Tembilahan Hilir.

2. Untuk mengetahui dampak tidak dicantumkannya orang tua pewaris
sebagai ahli waris dalam surat keterangan waris (SKW) di Kelurahan
Tembilahan Hilir serta menemukan upaya yang dapat dilakukan agar

pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam.




D. MANFAAT PENELITIAN
Berdasarkan tujuan peneltian akan menghasilkan manfaat penelitian

sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis (keilmuan), hasil penelitian ini diharapkan dapat
memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya

dalam bidang hukum kewarisan islam dan adminstrasi pemerintahan.''

2. Manfaat praktis (guna laksana), dari penelitian ini harapannya dapat

memberikan masukan bagi pemerintah kelurahan dalam memperbaiki tata
cara penerbitan surat keterangan waris agar sesuai dengan prinsip hukum
islam dan asas legalitas administrasi.

E. KERANGKA TEORI

1. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan konsep yang menekankan bahwa
hukum harus memberikan kejelasan, ketertiban, dan perlindungan terhadap
hak-hak setiap individu agar tidak menimbulkan ketidakpastian atau
kesewenang-wenangan dalam penerapannya. Kepastian hukum arl:i bahwa
setiap tindakan pemerintah maupun masyarakat harus didasarkan pada aturan
hukum yang berlaku. Dalam sistem negara hukum, kepastian hukum menjadi
dasar agar masyarakat memiliki jaminan terhadap hak dan kewajibannya."

Teori kepastian hukum pada dasarnya dibagi menjadi dua bentuk, yaitu

kepastian hukum normatif dan kepastian hukum empiris. Pembagian ini

11
ngﬁkﬂo Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta,
2002, him 45.
2 Margono, Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan
Hakim, Prenadamedia Group, Jakarta, 2021, hlm.12-18.
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menjelaskan bagaimana hukum tidak hanya hadir sebagai aturan tertulis, tetapi

juga sebagai kenyataan yang harus diterapkan secara adil dalam kehidupan
masyarakat.

1. Kepastian Hukum Normatif

Kepastian hukum normatif berkaitan dengan keberadaan peraturan

perundang-undangan yang jelas, tertulis, dan tidak saling bertentangan.
Artinya, hukum harus memberikan pedoman yang tegas agar setiap tindakan
pemerintah n warga negara dapat dilakukan sesuai dengan aturan yang
berlaku. Dalam konteks penelitian ini, kepastian hukum normatif tercermin

dari kejelasan dasar hukum mengenai pencantuman ahli waris dalam Surat

Keterangan Waris di Kelurahan."

2. Kepastian Hukum Empiris

Kepastian hukum empiris berkaitan dengan pelaksanaan hukum di
lapangan, yaitu bagaimana hukum diterapkan secara konsisten dan
memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Meskipun peraturan sudah
jelas, penerapannya sering kali berbeda di masyarakat, sehingga dibutuhkan
pelaksanaan yang sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan hukum.
Dalam penelitian ini, hal tersebut berkaitan dengan praktik nyata pelaksanaan
pencantuman ahli waris agar sesuai dengan prosedur hukum dan tidak
merugikan pihak mana pun. -

102

Dengan demikian, teori kepastian hukum tidak hanya menjamin

keteraturan melalui aturan tertulis, tetapi juga menjamin pelaksanaan hukum

1S W. Sumard jono, Asas-asas Hukum dan Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.34.
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yang adil dan memberikan perlindungan bagi masyarakat.” Secara filosofis,

kepastian hukum berakar a nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan ketertiban
yang menjadi dasar terbentuknya hukum dalam kehidupan bermasyarakat.
Kepastian hukum dimaksudkan agarkurn dapat memberikan arah yang jelas,
tetap, dan tidak berubah-ubah dalam mengatur hubungan antar manusia.

Hukum yang pasti menjadi jaminan bahwa setiap tindakan dan keputusan
tidak didasarkan pada kekuasaan atau kehendak pribadi, melainkan pada
norma yang rasional dan objektif. Dalam tataran filsafat, kepastian hukum
dipandang sebagai landasan agar hukum dapat berfungsi menciptakan
keteraturan dan keadilan sosial. Tanpa kepastian, hukum akan kehilangan
wibawanya sebagai pengatur kehidupan yang tertib dan adil.h karena itu,
kepastian hukum menuntut agar setiap penerapan hukum dilakukan secara
konsisten, dapat diprediksi, dan memberikan perlindungan bagi hak-hak
rnas;yaj'a](at.15 Dalam konteks administrasi pemerintahan, kepastian hukum

memastikan agar setiap keputusan publik memiliki dasar hukum yang sah dan

tidak menimbulkan ketidakadilan.

2. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum adalah teori dalam ilmu hukum yang
menekankan bahwa hukum bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dan
mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh negara atau pihak lain.

Perlindungan hukum merupakan bagian dari prinsip negara hukum

(rechtsstaat) yang menjamin bahwa semua tindakan pemerintahan harus

¥ sudikno Mertokusumo, Op.Cit,. hlm.35.
15 Gustav Radbruch, Filsafat Hukum, Pustaka, Bandung, 2006, hlm.25-26.
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berdasar hukum dan menjamin keadilan serta hak asasi manusia. Dalam sistem

negara hukum, setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum yang

berlaku, dan setiap warga negara berhak atas perlindungan hukum g adil
dan setara di hadapan hukum. Perlindungan hukum tidak hanya berlaku dalam
konteks pengadilan atau peradilan, tetapi juga mencakup tindakan preventif
dan administratif untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum terhadap hak-
hak masyarakat.'® Perlindungan hukum dalam perkembangannya dibedakan
menjadi dua bentuk utama. Pertama, perlindungan hukum (preventif), yaitu
perlindungan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk
mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah
ditetapkan. Perlindungan (preventif) ini bertujuan mencegah terjadinya
pelanggaran hak, sehingga dianggap lebih efektif dalam menjaga
keseimbangan antara kewenangan pemerintah dan hak warga negara.

Kedua, lindungan hukum (represif), yaitu perlindungan yang diberikan
setelah terjadinya pelanggaran hak, melalui mekanisme penyelesaian sengketa
baik di peradilan maupun lembaga administrasi lainnya. Perlindungan represif
berfungsi untuk memulihkan hak yang dirugikan dan memastikan bahwa setiap
tindakan pemerintah dapat diuji keabsahannya.'” Selain itu, teori perlindungan
hukum berkaitan erat dengan prinsip (due process of law), yang mengharuskan
setiap tindakan pemerintahan yang berdampak pada hak warga negara

dilakukan berdasarkan prosedur yang sah, transparan, dan akuntabel. Dalam

konteks administrasi pemerintahan, termasuk dalam penerbitan dokumen

1o ir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, Kencana, Jakarta, 2012, him 45.
' Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya,
1987, hlm.25.
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seperti Surat Keterangan Waris (SKW), teori ini menegaskan bahwa prosedur
harus jelas, tidak diskriminatif, serta berada dalam batas kewenangan yang
telah ditentukan. Dengan demikian, teori perlindungan hukum tidak hanya
menjamin aspek legalitas formal, tetapi juga memastikan adanya keadilan

substantif bagi masyarakat.' i

F. RANGKA KONSEPTUAL

Kerangka konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan
hubungan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang
berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti, baik dalam penelitian normatif
maupun ernpiris.w Menghindari kesalahpahaman pada maksud judul penelitian

ini, maka penulis anggap perlu menjabarkan defenisi judul sebagai berikut.

1. Implementasi

Implementasi merupakan pelaksanaan, atau penerapan suatu aturan hukum
dalam praktik, yang menunjukkan bagaimana ketentuan tersebut dijalankan

oleh pihak yang berwenang dalam kehidupan nyata.m

2. Pencantuman Nama

Pencantuman nama adalah proses atau tindakan administratif dalam
memasukkan atau menuliskan nama-nama ahli waris pada dokumen resmi

.21
berupa surat keterangan waris.

bid.,.
rjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UlPress, Jakarta, 1986, hlm.124.,
Winarno, Kebijakan Publik: Teori dan Proses, Media Pressindo, 2007, hlm. 146.
4 Ellyne Dwi Poespasari dkk., Kapita Selekta Hukum Waris Indonesia, Kubuku, Jakarta,
2018, hlm. 55-58.
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3. Ahli Waris

Ahli waris adalah pihak-pihak yang secara hukum berhak menerima harta
peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia, baik menurut hukum

Islam, hukum perdata, maupun hukum positif Indonesia.**

4, Surat Keterangan Waris

Surat Keterangan Waris adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh
kelurahan untuk menyatakan dan membuktikan siapa saja yang berhak menjadi

P - 23
ahli waris setelah kematian seseorang.

5. Kelurahan Tembilahan Hilir

Kelurahan Tembilahan Hilir adalah wilayah administratif/lokasi penelitian
yang menjadi fokus studi kasus pada kajian implementasi pencantuman ahli

waris dalam SKW.

G. g[ETODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk
mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode merupakan
cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan
yang bcrsangkutany’. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode

sebagai berikut:

22 Muhammad Fajar, Prinsip Dasar Hukum Waris Indonesia, Kencana Utama , Jakarta,
2023, hlm.12
> Risa Damayanti, Kedudukan Hukum Surat Keterangan Waris dalam Sistem
Admin@lrasi Pertanahan di Indonesia, PT Citra Abadi Persada, Bandung , 2024, hlm 45-46.
Sugiyono, Metode penelitian kuantitatif dan Kualitatif, Alfabeta, Bandung, 2016,
hlm.2.
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1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah empiris dengan menggunakan data primer yang
diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara, dikarenakan uk
menganalisis tentang sejauh manakah suatu peraturan perundang undangan
atau hukum yang sedang berlaku secara efektif di masyarakat atau dengan cara
data yang diperoleh dianalisis dengan membandingkan antara ketentuan-
ketentuan yang bersifat normatif (das sollen) dengan kenyataan (das sein) yang
terjadi didalam 11r1asyaralw:at.15 Sifat penelitian adalah deskritif analisis tu
dalam artian memberikan gambaran disertai penjelasan secara sistematik,
faktual dan akurat.”® Jenis penelitian ini dipergunakan karena penulis ingin
mengkaji segala hal yang berhubungan dengan deskriptif-analisis dari studi
kasus di Kelurahan Tembilahan Hilir. Studi kasus dalam penelitian ini adalah

mengenai implementasi praktik pencantuman ahli waris dalam Surat

Keterangan Waris (SKW).

2. Data Dan Sumber Data

Data dan sumber data yang penulis peroleh secara langsung melalui

responden sesuai populasi dan sampel, data yang merupakan data primer yaitu:

a. Data primer adalah orang atau individu yang memberikan informasi

langsung kepada penelitian melalui wawancara.

% Fitri wahyuni, dkk. Panduan dan Pedoman }wisan Skripsi, Fakultas Hukum
Universitas Islam Indragiri, Tembilahan, 2021, hlm.16.

* Bambang Sanggono, Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005,
hlm.14.
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b. Data sekunder adalah data pendukung yang penulis peroleh melalui

buku- buku, jurnal, internet dan disertai perundang-undangan, yang berkaitan

dengan masalah dan tujuan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi

untuk memberikan penjelasan terhadap hukum primer dan bahan hukum

27
sekunder.

3. Lokasi Penelitian

Pemilihan Kelurahan Tembilahan Hilir sebagai lokasi penelitian
didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama wilayah ini merupakan salah
satu kelurahan di Kecamatan Tembilahan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir,
yang memiliki aktivitas adminstrasi kependudukan yang cukup tinggi,
termasuk dalam hal penerbitan Surat Keterangan Waris (SKW). Hal ini
menjadikan lokasi tersebut relevan dengan penelitian mengenai implementasi
praktik pencantuman ahli waris dalam SKW.

Kedua, Kelurahan Tembilahan Hilir dipilih karena adanya fenomena dan
ditemukannya masalah yang berkaitan dengan pencantuman ahli waris dalam
praktiknya, seperti masih ditemukannya ketidaksesuaian data ahli waris.
Kondisi menarik untuk diteliti lebih lanjut guna mengetahui bagaimana
implementasi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Ketiga, Pertimbangan
aksesbilitas dan ketersediaan data juga menjadi alasan penting, Peneliti

memiliki kemudahan dalam memperoleh data, baik melalaui observasi,

wawancara, sehingga mendukung proses kelancaran penelitian.

*" Fitri Wahyuni, dkk. Op. Cit,. hlm. 19-20.
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4. Populasi dan Sampel

a. Populasi
Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan objek yang
menjadi penelitian.zg Dan populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang

R o g 2
mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.”

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil untuk mewakili
keseluruhan objek penelitian.” Adapun pengambilan sampel dalam penelitian

ini dilakukan dengan metode random yaitu metode penentuan sampel dengan

cara menetapkan sejumlah sampel untuk mewakili populasi yang ada, dengan

terlebih dahulu sampelnya ditetapkan secara acak oleh pf:nf:liti.31

Tabel 1.1

NO Responden Populasi Sampel

1 Lurah beserta Staf 7 4

Kelurahan TBH. Hilir

2 Pemohon SKW thn 2025 30 5

Sumber: Data olahan penulis tahun 2026.

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum , Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 98.
@oerj(mo Soekanto, Op .Cit,. hlm.172.
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta, 2013,
hlm. 174.
*! Fitri Wahyuni, Op,Cit,. hlm. 18.
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5. Alat Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi bertujuan untuk mengamati langsung pelaksanaan pencantuman
waris dalam Surat Keterangan Waris (SKW) yang dilakukan oleh
Kelurahan Tembilahan Hilir. Proses observasi ini penting untuk memperoleh
data faktual tentang bagaimana prosedur adminstrasi pencantuman ahli waris
dilakukan. Dengan cara ini penulis dapat mengidentifikasi apakah pelaksanaan
sudah berjalan sesuai dengan prosedur hukum, atau menghadapi kendala
tertentu. Objek yang perlu diamati meliputi beberapa aspek utama, seperti
prosedur pencantuman ahli waris dalam SKW, mekanisme penanganan
pengajuan SKW oleh pejabat kelurahan dan stat administrasi, serta interaksi
antara pejabat kelurahan dengan masyarakart atau ahli waris. Observasi ini
memberikan gambaran mengenai implementasi proses di lapangan dan
membantu penulis mencatat hasil observasi.”

b. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk menggali informasi mendalam dari berbagai

pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pencantuman ahli waris dalam Surat
Keterangan Waris (SKW) di Kelurahan Tembilahan Hilir. Metode ini
digunakan untuk memahami pengalaman, persepsi, dan pendapat dari masing-
masing narasumber mengenai prosedur pencantuman ahli waris. Narasumber
yang terlibat harus mencerminkan semua pihak yang relevan. Dengan

melibatkan berbagai sudut pandang, data yang diperoleh akan lebih

* Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram, 2020,
hlm.89.
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komprehensif. Setiap kategori narasumber memiliki pertanyaan spesifik yang
dirancang untuk mendapatkan informasi mendalam.

Untuk staf administrasi, penulis menanyakan mekanisme pencatatan dan
penerbitan SKW, alur kerja yang dilakukan, kendala yang sering ditemui
dalam proses pencantuman ahli waris, serta cara memastikan semua hak ahli
waris tercantum dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk warga
atau ahli waris, penulis berfokus pada pengalaman mereka saat mengajukan
SKW, kemudahan prosedur, kendala yang dihadapi, serta persepsi mereka

mengenai kepastian hukum, dan perlindungan hak waris dalam pelaksanaan

pencantuman SKW.

8
6. Analisis Data

Data yang telah diperoleh baik dari hasil observasi, wawancara, dokumen,
dan studi kepustakaan, akan dianalisa dengan menggunakan pendekatan
kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan
data deskriftif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis
ataupun lisan dan perilaku nyata. Dari pembahasan tersebut, akan menarik
kesimpulan secara dedukatif yaitu penarikan kesimpulan dari yang bersifat

umum kepada khusus

3 Sugiyono, Op. Cit,. hlm.9.
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BABII

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Kewarisan Islam

1. Pengertian Hukum Kewarisan Islam

Hukum kewarisan Islam atau yang dikenal dengan istilah (faraidh) adalah
seperangkat aturan dalam ajaran Islam yang mengatur tentang pemindahan hak
kepemilikan harta peninggalan (warisan) dari eorang yang telah meninggal
dunia kepada ahli warisnya, berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan
dalam Al-Qur’an, Hadis, dan ijtihad ulama. Hukum warisan [slam memiliki
kedudukan yang sangat penting dalam sistem hukum Islam karena berkaitan
langsung dengan hak dan kewajiban anggota keluarga setelah terjadinya
kematian seseorang. Pengaturan mengenai kewarisan dilakukan secara rinci
gm sistematis guna memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap
hak-hak ahli waris gam pembagian harta peninggalan agar tidak
menimbulkan perselisihan di antara para ahli waris.

Oleh karena itu, hukum kewarisan Islam tidak hanya mengatur mengenai
pihak-pihak g berhak menerima warisan, tetapi juga mengatur bagian
masing-masing ahli waris, syarat-syarat pewarisan, sebab-sebab memperoleh
hak waris, serta al-hal yang dapat menghalangi seseorang untuk menerima
warisan sesuai ketentuan syariat Islam.** Secara bahasa, hukum kewarisan
Islam berasal dari kata (waratsa—yaritsu—irtsan) yang berarti berpindahnya

sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Kata tersebut sering diartikan

sebagai perpindahan harta, kedudukan, atau peninggalan dari orang yang telah

34 Sayyid Sabiq, Figh Sunnah Jilid 4, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006, hlm. 340.
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meninggal dunia kepada orang yang masih hidup. Dari pengertian bahasa ini,
waris menunjukkan adanya pergantian kepemilikan secara sah menurut
ketentuan yang berlaku. Dalam pengertian kebahasaan, waris juga dapat

dimaknai sebagai perpindahan hak dan tanggung jawab dari pewaris kepada

pihak yang ditinggalkan. Oleh karena itu, istilah waris tidak hanya berkaitan

dengan harta benda, tetapi juga berkaitan dengan segala sesuatu yang dapat
diwariskan menurut ketentuan hukum dan syariat Islam, penggunaan istilah

waris dalam hukum Islam menunjukkan adanya proses peralihan hak yang
terjadi secara otomatis setelah meninggalnya seseorang kepada pihak yang

berhak menerimanya.

Sedangkan secara istilah, hukum kewarisan [slam adalah seperangkat aturan

yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan

seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Aturan tersebut

juga menentukan siapa saja yang berhak menerima warisan dan siapa yang

terhalang untuk menerimanya. Hukum kewarisan Islam pada dasarnya

mengatur proses peralihan harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris

secara teratur sesuai ketentuan syariat Islam. Pengaturan tersebut dilakukan

agar pembagian harta warisan dapat dilaksanakan secara jelas dan tidak

menimbulkan perselisihan di antara anggota keluarga yang ditinggalkan.

Selain itu, hukum kewarisan Islam juga memberikan batasan mengenai

kedudukan masing-masing ahli waris berdasarkan hubungan kekerabatan
dengan pewaris, sehingga setiap ahli waris memperoleh hak sesuai ketentuan

yang telah ditetapkan. Dengan demikian, hukum kewarisan Islam menjadi
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bagian penting dalam menjaga ketertiban serta perlindungan terhadap hak-hak

ahli waris dalam pembagian harta peninggalan .

Dalam hukum perdata, kewarisan adalah segala ketentuan g mengatur
mengenai perpindahan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia
kepada para ahli warisnya. Dasar pengaturan waris dalam Kitab Undang-
Undang Hukum ata (KUHPerdata) terdapat pada Pasal 830 KUHPerdata
yang menyatakan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian.*®
Secara yuridis,kurn kewarisan Islam adalah seperangkat norma hukum yang
mengatur pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris kepada ahli
waris menurut ketentuan syariat Islam. Di Indonesia, dasar hukumnya terdapat
am Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf a, yang menyebutkan bahwa
hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak
pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa ahli warisnya,
dan menentukan bagian masing-masing.

Ketentuan scbut menunjukkan bahwa hukum kewarisan Islam di
Indonesia tidak hanya mengatur mengenai pembagian harta warisan semata,
tetapi juga mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan proses pewarisan
secara menyeluruh. Pengaturan tersebut meliputi penentuan status pewaris, ahli
waris, harta peninggalan, ian masing-masing ahli waris, serta syarat dan
ketentuan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pembagian warisan. Dengan

adanya pengaturan yang jelas dalam Kompilasi Hukum Islam, pelaksanaan

pembagian warisan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan

35 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm.
355. 3
** R. Subekti & R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya
Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 224.

21




perlindungan terhadap hak-hak ahli waris sehingga dapat mengurangi

terjadinya perselisihan dalam keluarga.

Kompilasi Hukum Islam juga menjadi pedoman penting dalam

penyelesaian perkara kewarisan Islam di Indonesia, khususnya bagi

masyarakat muslim dan lembaga peradilan agama. Keberadaan aturan tersebut
menunjukkan bahwa hukum kewarisan Islam telah memiliki landasan yuridis

yang jelas dalam sistem hukum nasional, sehingga pelaksanaan pembagian

warisan tidak hanya didasarkan pada ketentuan fikih semata, tetapi juga

berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dengan

demikian, pengaturan kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam iliki
peranan penting dalam memberikan kepastian, ketertiban, dan perlindungan
hukum bagia ahli waris dalam proses pembagian harta peninggalan.”’
Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kurn kewarisan Islam
merupakan ketentuan yang mengatur perpindahan harta peninggalan pewaris
kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Untuk memperkuat pemahaman
tersebut, berikut dikemukakan beberapa pendapat para ahli mengenai hukum
kewarisan Islam.™ nurut Prof. Muhammad Amin Suma, hukum kewarisan
Islam yaitu hukum yang mengatur peralihan pemilikan harta peninggalan
(tirkah) pewaris, menetapkan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris,

menentukan berapa bagian masing-masing ahli waris, dan mengatur kapan

pembagian harta kekayaan pewaris dilaksanakan.*

37 Kompilasi H Islam, Pasal 171 huruf a.

*®Muhammad Ali Ash-Shabuni, Al-Mawarits fi Asy-Syariah al-Islamiyyah, Dar al-
Qalam, B&grut, 1989, hlm. 12.

3 Mardani, Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia, PT Rajagrafindo Persada, Depok,
2017, hlm.2.
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Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, hukum kewarisan
Islam adalah hukum g mengatur perpindahan hak milik seseorang yang
meninggal dunia kepada orang-orang yang berhak menerimanya sebagai ahli
waris, sesuai ketentuan syariat Islam, yang penentuannya didasarkan atas
hubungan nasab, perkawinan, dan sebab-sebab lain yang diakui hukum Islam.
Dalam ketentuan tersebut, Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash-
Shiddieqy menyatakan orang tua, baik ayah maupun , termasuk golongan
ahli waris yang memiliki hak atas harta peninggalan anaknya selama tidak
terdapat penghalang waris, sehingga kedudukan ang tua dalam hukum
kewarisan Islam tidak dapat diabaikan.*

Menurut Sayyid Sabiq, hukum kewarisan Islam merupakan yang
membahas ketentuan mengenai siapa saja yang berhak menerima harta
warisan, pihak-pihak yang terlarang untuk mewarisi, serta arnya bagian
masing masing ahli waris sesuai syariat Islam, pandangan ini lebih
menitikberatkan pada aspek teknis pembagian warisan, yaitu tata cara

penentuan ahli waris dan kadar bagian yang diterima setiap pihak agar

pelaksanaan pembagian waris berjalan adir dan tertib."!

2. Dasar ?ukum Kewarisan Islam
Dasar hukum kewarisan Islam merupakan landasan atau sumber hukum
yang menjadi pedoman dalam mengatur perpindahan harta peninggalan

seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang berhak

menerimanya menurut ketentuan syariat Islam. Dasar hukum tersebut

0 Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Figh Mawaris, PT Pustaka Rizki Putra,
Se g, 2001, hlm. 23.
Sayyid Sabiq, Figh as-Sunnah, Dar al-Fath Kairo,1990, hlm. 345.
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berfungsi sebagai acuan dalam menentukan siapa saja yang berhak menjadi

ahli waris serta besarnya bagian masing-masing, sehingga tercipta kepastian
hukum, keadilan, dan kemaslahatan.

Dasar kurn kewarisan Islam bersumber dari Al-Qur’an, Sunnah, Ijma’,
dan Ijtihad para ulama. Keempat sumber hukum tersebut saling melengkapi

dalam mengatur ketentuan kewarisan secara sistematis. Al-Qur’an merupakan

sumber hukum utama yang ara tegas mengatur pembagian warisan, di
antaranya terdapat dalam Q.S. An-Nisa ayat 11, 12, dan 176 yang menjelaskan
bagian ahli waris seperti anak, orang tua, dan pasangan. Ketentuan %am Al-
Qur’an ini menjadi dasar utama dalam menentukan hak setiap ahli waris secara
adil. Sunnah atau hadis berfungsi agai penjelas terhadap ketentuan yang

belum dirinci dalam Al-Qur’an, sehingga memberikan pemahaman yang lebih

. . . 42
lengkap mengenai pelaksanaan pembagian warisan.

257

5 530 S 006 et s oSS el Sy
UAPE S— o - S
Cs 2y K Yy Gl G Bl S8 B L ek 5l
56 L) gﬁ@;j’ﬁéjjjﬂjdﬁgub BAF ) 352 252
w;,u» ;Ju 333 3 G ooy Mo a3 230 B 551 1 36
= o z AT - -
@ LS Lle 58 A &) ﬂnn;,a:mﬁ BRER PR IRYSEe

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian

warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama

*2 Ibid., hlm.347.
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dengan bagian dua orang anak perempuan.) Jika anak itu semuanya
perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari
harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia
memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan).” Untuk kedua orang tua,
bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang
meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai
anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat
sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya
mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat
yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan
anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih
banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah

adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bgakcana.43

Ayat ini menjelaskan tentang tentang pembagian harta warisan buat anak

yang ditinggal mati oleh orang tuanya, baik oleh ayahnya atau oleh ibunya.
Ada tiga prinsip dasar dalam hal ketentua harta waris buat anak di dalam ayat
ini: Bila orang yang wafat meninggalkan anak-anak yang di antaranya mereka
ada anak laki-lakinya,aka ayat ini menegaskan bahwa bagian yang diterima
oleh anak laki-laki lebih besar dua kali lipat dari bagian yag diterima oleh
anak-anak perempuan.‘“

Bila orang yang wafat itu tidak punya anak laki-laki satu pun, anaknya yang

ada hanya perempuan semua dan jumlahnya lebih dari satu orang, maka bagian

“**Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Jakarta ,
Lajnah Ehtashihan Mushaf Al-Qur’an, QS. An-Nisa’ [4]: 11.

4% Muhammad Ajib, Figih Hibah dan Waris, Rumah Figih Publishing, Jakarta, 2019,
hlm.35-38.
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yang didapat oleh semua anak-anak perempuan itu adalah 2/3 dari seluruh

harta milik almarhum. Bila almarhum wafat meninggalkan satu-satunya anak
perempuan, ayat ini menegaskan bahwa puteri tunggal itu mendapatkan bagian

14 dari total harta almarhum.
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“Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-

istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu
mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang
ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan
setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang
kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai
anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu
tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah
dibayar) utang-utangmu.” Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan,
meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai

seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu),
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bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan
tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka
bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat)
vang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak
menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha
Mengetahui lagi Maha Penyantun. Menyusahkan ahli waris dapat terjadi
dengan melakukan tindakan-tindakan seperti mewasiatkan lebih dari
sepertiga harta peninggalan dan memberikan wasiat dengan maksud

mengurangi harta warisan, meskipun kurang dari sepertiga harta warisan e
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“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah), Katakanlah, “Allah
memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, (vaitu) jika seseorang meninggal
dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara
perempuan, bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang

ditinggalkannya. Adapun saudara laki-lakinya mewarisi (seluruh harta

3
** Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Jakarta ,
Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, QS. An-Nisa’ [4]: 12.
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saudara perempuan) jika dia tidak mempunyai anak. Akan tetapi, jika saudara
perempuan itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang
ditinggalkan. Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki-
laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian
dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu
agar kamu tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”Kalalah
ialah orang yang wafat tanpa meninggalkan bapak dan anak *°

yat ini adalah sambungan dari ayat sebelumnya. Ayat ini khusus
membahas hak-hak waris antara suami dan istri dengan ketentuan : Bilseorang
istri wafat, ayat ini menegaskan bahwa suaminya berhak atas sebagian dari
harta istri nya.‘ﬂ

Selain itu, Ijma’ merupakan sepakatan para ulama terhadap suatu
ketentuan hukum setelah watatnya Rasulullah SAW, yang digunakan untuk
memperkuat dan menyepakati hukum yang telah ada. Sedangkan Ijtihad
merupakan upaya pemikiran para ulama dalam menetapkan hukum terhadap
Soalan kewarisan yang belum diatur secara jelas dalam @Qur’an dan
hadis. Dalam konteks Indonesia, Kompilasi Hukum Islam merupakan salah
satu bentuk konkret hasil ijtihad yang dijadikan pedoman dalam praktik
kewaris—an.‘m Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, hukum kewarisan

242

Islam tidak hanya memiliki dasar hukum yang jelas, tetapi juga dibangun atas

beberapa asas yang menjadi landasan dalam pelaksanaan pembagian warisan.

Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Jakarta ,
Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, QS. An-Nisa’ [4]: 176.
“"'auhammad Ajib, Op. Cit,. him.9.
48 Muhammad Ali Ash-Shabuni, Hukum Waris Menurut Al-Qur’an dan Sunnah, Dar Al-
Kutub Al-Islamiyah, Jakarta, 2001, hlm. 17.
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3. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam

Asas-asas hukum waris Islam terdiri atas: asas ijbariy, bilateral,

individual, keadilan berimbang, dan akibat kematian.

1. Asas ijbariy, asas yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam ini
mengandung arti, pengalihan harta seseorang yang eninggal dunia kepada
ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa
digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli warisnya. Asas ijbariy dapat
dilihat dari beberapa segi, yaitu:

(1) dari segi pengalihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal
dunia. Hal ini dapat dilihat dari al-Qur’an surat al-Nisa’ ayat 7 yang
menjelaskan bahwa bagi laki-laki dan perempuan ada bagian warisan dari harta
peninggalan ibu ayah dan keluarga dekatnya. Oleh karena itu, pewaris tidak
perlu menjanjikan sesuatu yang akan diberikan kepada ahli warisnya sebelum
ia meninggal. Demikian juga halnya dengan ahli waris, tidak perlu meminta-
minta hak kepada (calon) pewarisnya.

(2) dari segi jumlah harta yang sudah ditentukan bagi masing-masing ahli
waris. Hal ini tercermin dalam kata mafrudhan yang makna asalnya adalah
ditentukan. Apa yang sudah ditentukan oleh Allah swt wajib dilaksanakan oleh
hamba-Nya.

(3) dari segi kepastian penerima harta peninggalan, yakni mereka yang
mempunyai hubungan kekerabatan dan ikatan perkawinan dengan pewaris
seperti yang dirinci oleh Allah dalam al-Qur’an surat al-Nisa” ayat 11, 12, 176.

2. Asas Bilateral, asas ini berarti seseorang menerima hak atau bagian

warisan dari kedua belah pihak; dari kerabat keturunan laki-laki dan kerabat

keturunan perempuan. Asas kebilateralan ini, mempunyai dua dimensi saling
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mewarisi dalam al-Qur’an surat al-Nisa’ ayat 7, 11, 12, dan 176, yaitu (1)
antara anak dengan orang tuanya, dan (2) antara orang yang bersaudara bila
pewaris tidak mempunyai anak dan orang tua.

a. Dimensi saling mewarisi antara anak dengan orang tuanya.

Dalam al-Qur’an surat al-Nisa’ ayat 7 ditegaskan bahwa laki- laki dan
perempuan berhak mendapat harta warisan dari ibu- ayahnya. Demikian juga
dalam garis hukum surat al-Nisa’ ayat 11 ditegaskan bahwa anak perempuan
berhak menerima arisan dari orang tuanya sebagaimana halnya dengan anak
laki-laki dengan perbandingan bagian seorang anak laki-laki sama dengan
bagian dua orang anak perempuan. Demikian juga dalam garis hukum surat al-
Nisa’ ayat 11 pula, ditegaskan bahwa ayah dan ibu berhak mendapat warisan
dari anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, sebesar seperenam, bila
pewaris meninggalkan anak.

b. Dimensi saling mewarisi antara orang yang bersaudara juga terjadi bila
pewaris tidak mempunyai keturunan atau orang tua »

Kedudukan saudara sebagai ahli waris dalam garis hukum al-Qur’an surat
al-Nisa’ ayat 12, ditentukan bahwa bila seorang laki-laki meninggal dan
mempunyai saudara, maka saudaranya yang laki-laki atau perempuan berhak
mendapat harta warisannya. Dalam ayat ini pula ditentukan bahwa, bila
pewaris yang meninggal seorang perempuan dan mempunyai saudara, maka
saudaranya (laki-laki atau perempuan) berhak menerima harta
warisannya.Selain itu, garis hukum al-Qur’an surat al-Nisa’ ayat 176

menegaskan bahwa seorang laki-laki yang tidak mempunyai keturunan,

* Rahmat Haniru, Hukum Waris di Indonesia perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat,
Al-Hukama The Indonesian Journal Of Islamic Family Law, Volume 04, Nomor 02, 2014,
hlm.457.

30




sedangkan ia mempunyai saudara perempuan, saudaranya yang perempuan

itulah yang berhak menerima warisannya, demikian pula sebaliknya. Dari
keterangan di atas terlihat jelas bahwa kewarisan itu beralih ke bawah (anak-
anak), ke atas (ayah dan ibu) dan ke samping (saudara-saudara) mereka
menerima warisan dari kedua pihak garis keluarga, yaitu dari garis laki-laki
dan garis perempuan. Inilah yang dinamakan kewarisan secara bilateral.

3. Asas Individual, asas ini berarti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi
kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Untuk itu, dalam
pelaksanaannya, seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang
kemudian dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya
menurut dar bagian masing-masing. Oleh karena itu, bila setiap ahli waris
berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris yang lain,
berarti mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan
kewajiban (ahlivat al-ada’). Asas keindividualan hukum kewarisan Islam
diperoleh dari analisis garis hukum al-Qur’an mengenai pembagian harta
warisan. Sebagai contoh, garis hukum surat al-Nisa’ ayat 7 dijelaskan bahwa
anak laki-laki menerima warisan dari orang tua atau keluarga dekatnya.
Demikian juga halnya dengan perempuan berhak menerima harta warisan
orang tuanya dan/atau kerabatnya baik sedikit maupun banyak. Ayat 11, 12
dan 176 surat al-Nisa’, menjelaskan secara rinci hak masing-masing ahli waris
menurut bagian tertentu. Dalam bentuk yang tidak tentupun seperti bagian
anak laki-laki bersama dengan anak perempuan seperti disebutkan dalam surat
al-Nisa’ ayat 11, dijelaskan perimbangan bagiannya, yaitu bagian laki-laki

sama dengan bagian dua orang perempuan. Dari perimbangan tersebut, tampak
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bahwa ketentuan bagian masing- masing hali waris sifatnya mengikat dan
wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang mempunyai harta warisan.”

4. Asas Keadilan Berimbang, asas ini berarti keseimbangan antara hak
yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan dalam melaksanakan
kewajiban. Perkataan adil banyak disebut dalam al-Qur’an yang kedudukannya
sangat penting dalam sistem hukum Islam, termasuk hukum kewarisan. Di
dalam sistem ajaran Islam, keadilan itu adalah titik tolak, proses dan tujuan
segala tindakan manusia. Dalam sistem kewarisan Islam, harta peninggalan
yang diterima oleh ahli waris dari pewaris pada hakikatnya adalah kelanjutan
tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya. Selain itu, al-Qur’an surat al-
Baqgarah ayat 233; al-Tahrim ayat 7 menjelaskan bahwa seorang laki-laki
menjadi penanggung jawab hidupan keluarga untuk mencukupi keperluan
hidup anak dan istrinya menurut kemampuannya. Tanggung jawab itu
merupakan kewajiban agama yang harus dilaksanakannya, terlepas dari
persoalan apakah istrinya mampu atau tidak, anaknya memerlukan bantuan
atau tidak. Asas ini menunjukkan keadilan yang hakiki dalam pandangan
Islam, yakni keadilan yang berimbang dan bukan keadilan yang merata.

5. Asas Akibat Kematian, asas ini berarti kewarisan ada kalau ada yang
meninggal dunia, kewarisan ada sebagai akibat dari meninggalnya seseorang.
Oleh karena itu, pengalihan harta seseorang kepada orang lain yang disebut
kewarisan, terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia.
Ini berarti, harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dan disebut

harta warisan, selama orang yang mempunyai hartaitu masih hidup.

0 Ibid . hlm.457-458.
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Asas akibat kematian seseorang mempunyai kaitan dengan asas ijbariy,

yakni seseorang tidak sekehendaknya saja menentukan penggunaan hartanya
setelah ia meninggal dunia kelak. Melalui wasiat, dalam batas-batas tertentu,
seseorang memang dapat menentukan pemanfaatan harta kekayaannya setelah
ia meninggal , tetapi wasiat itu merupakan ketentuan tersendiri.’'

4, Unsur-Unsur Kewarisan

Berdasarkan asas asas hukum kewarisan Islam yang telah diuraikan diatas
tersebut, dapat dipahami juga bahwa dalam suatu peristiwa kewarisan terdapat
unsur-unsur yang saling berkaitan dan harus terpenuhi. Unsur-unsur ini
merupakan komponen utama yang menentukan sah atau tidaknya suatu proses
pewarisan menurut hukum Islam. Tanpa adanya unsur-unsur tersebut, maka
peristiwa kewarisan tidak dapat terjadi secara sempurna. Dalam hukum

kewarisan Islam, terdapat tiga unsur utama yang harus ada, yaitu pewaris, ahli
waris, dan harta warisan (tirkah). Ketiga unsur ini memiliki keterkaitan yang

erat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam proses perpindahan harta

peninggalan.

1. Pewaris
Pewaris adalah orang yang beragama Islam pada saat meninggal,
meninggalkan harta warisan dan ahli waris yang masih hidup. Istilah ini terkait
dengan proses pengalihan hak atas harta dari seseorang yang telah meninggal
kepada keluarganya. Menurut al-Qur’an (surat al-Nisa’ ayat 7, 11, 12, 33, dan
176), pewaris mencakup orang tua (al-walidain) dan kerabat (al-agrabin). Al-

3
walidain (Y5 adalah istilah dalam bahasa Arab yang berarti kedua orang

1 Rahmat Haniru, Op. Cit,. him 458.
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tua, yaitu ayah dan ibu yang menjadi sebab utama keberadaan seseorang di
dunia.’® Dalam pengertian Islam, orang tua tidak hanya dipahami sebagai
pihak yang melahirkan anak secara biologis, tetapi juga sebagai individu yang
memiliki kedudukan sangat mulia karena berperan besar dalam kehidupan,
pengasuhan, pendidikan, serta pembentukan karakter anak sejak lahir hingga
dewasa. Kedudukan al-walidain dalam Islam ditempatkan setelah kewajiban
tauhid kepada Allah, yang menunjukkan bahwa alcti kepada orang tua
merupakan salah satu kewajiban terbesar dalam ajaran Islam.

Dalam gl-Qur‘an, Allah SWT berfirman bahwa manusia diperintahkan
tuk tidak menyembah selain-Nya dan setelah itu diwajibkan untuk berbuat
baik kepada kedua orang tua, sebagaimana dalam QS. Al-Isra’ ayat 23 yang
menegaskan pentingnya berbakti, menghormati, dan rnperlakukan orang tua
dengan penuh kasih sayang dan kelembutan. Selain itu, dalam QS. Lugman
ayat 14 juga dijelaskan betapa besar pengorbanan seorang ibu yang
mengandung dalam keadaan lemah, melahirkan dengan penuh penderitaan, dan
menyusui anaknya selama dua tahun, yang menunjukkan bahwa ibu miliki
peran yang sangat besar dalam kehidupan manusia sehingga layak
mendapatkan penghormatan yang sangat tinggi.  Islam juga menekankan
kewajiban bersyukur kepada Allah dan kepada orang tua secara bersamaan,
sebagaimana disebutkan dalam QS. Lugman ayat 14, yang menandakan bahwa

penghormatan kepada orang tua merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

keimanan seorang muslim. Dalam perspektif hukum Islam, orang tua memiliki

2
52%()h. Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan
Hukumgf'di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 61-62.
> M. Quraish Shihab, Birrul Walidayn: Wawasan Al-Qur'an tentang Bakti kepada Ibu
Bapak, Lentera Hati Group, Ciputa, 2014, hlm. 120.
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kedudukan penting dalam berbagai aspek, termasuk dalam hukum kewarisan,
di na ayah dan ibu termasuk dalam golongan ahli waris utama yang tidak
dapat dihapuskan haknya selama memenuhi syarat-syarat pewarisan,
sebagaimana dijelaskan dalam QS. -Nisﬁ‘ ayat 11 dan 12 yang mengatur
bagian masing-masing ahli waris secara rinci. Dalam konteks Indonesia,
ketentuan ini diperkuat dalam Kompilasi Hukum Islam yang menjadi pedoman
utama dalam pelaksanaan hukum waris Islam, di mana orang tua memiliki hak
tertentu atas harta peninggalan anaknya sesuai dengan kondisi ahli waris lain
yang ditinggalkan, seperti bagian 1/6 dalam kondisi tertentu. Selain itu, dalam
kehidupan ial, orang tua memiliki peran yang sangat penting sebagai
pendidik pertama dan utama bagi anak, karena dari merekalah anak
memperoleh pendidikan dasar mengenai akhlak, agama, etika, serta nilai-nilai
kehidupan yang akan membentuk kepribadian di masa depan.

Orang tua juga berperan sebagai pelindung dan penyokong utama dalam
kehidupan anak, baik secara fisik maupun emosional, sehingga hubungan
antara anak dan orang tua dalam Islam tidak hanya bersifat biologis, tetapi juga
memiliki dimensi spiritual, moral, dan sosial yang sangat kuat. Oleh karena itu,
Islam melarang keras tindakan durhaka kepada orang tua ( ‘ugiiqg al-walidayn),
seperti berkata kasar, membentak, mengabaikan, atau menyakiti hati mereka,
bahkan meskipun orang tua berada dalam kondisi yang berbeda keyakinan,
selama tidak memerintahkan kepada kemaksiatan, anak tetap diwajibkan untuk
berbuat baik kepada keduanya. Dengan demikian, al-walidain dalam Islam
memiliki udukan yang sangat tinggi dan mulia, karena mereka adalah

sumber kehidupan, pendidik utama, serta pihak yang memiliki jasa besar

terhadap keberadaan dan perkembangan seorang anak, sehingga kewajiban
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untuk menghormati, menaati dalam kebaikan, serta berbakti kepada orang tua

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran Islam baik dalam aspek

ibadah, moral, maupun hukum > Selanjutnya al-agrabin, Al-aqrabin secara
7

bahasa berasal dari kata qaraba yang berarti dekat. Dalam istilah syariat, al-

aqrabin berarti orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan dekat
dengan seseorang berdasarkan hubungan darah (nasab), seperti , orang
tua, saudara kandung, kakek, nenek, paman, bibi, dan seterusnya sesuai garis
keturunan. Dalam Al-Qur’an, istilah al-agrabin sering digunakan untuk
menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan pentingnya menjaga hubungan
keluarga dan memberikan hak kepada kerabat, baik dalam bentuk bantuan
sosial maupun dalam hukum waris.

Misalnya dalam QS. An-Nisa” ayat 36 Allah memerintahkan manusia untuk
berbuat baik kepada kedua orang tua, kerabat dekat (al-qurba), anak yatim,
dan orang miskin, yang menunjukkan bahwa hubungan kekerabatan memiliki
nilai sosial dan spiritual yang tinggi dalam Islam. Dalam hukum waris Islam,
al-agrabin menjadi dasar utama dalam penentuan ahli waris. Sistem kewarisan
Islam pada dasarnya dibangun berdasarkan prinsip hubungan kekerabatan
(nasab), di mana makin dekat hubungan darah seseorang dengan pewaris,
maka semakin kuat hak warisnya. Hal ini kemudian dijabarkan dalam
Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa ahli waris adalah orang-orang

yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, atau (wala’) dengan pewaris,

. . . . . .55 .
dan bagian mereka ditentukan secara rinci sesuai ketentuan syariat.”” Selain

>* Ibid,. him.121.
>3Abdul Wahhab Khallaf, Pengantar Ilmu Hukum Islam, PT RajaGrafindo Persada,
Jakarta 1990, him.120-125.
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itu, dalam literatur fikih klasik, seperti karya Wahbah az-Zuhaili dalam Al-
Figh al-Islami wa Adillatuhu, dijelaskan bahwa kerabat (al-agrabin) dalam
hukum waris dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu ashhab a!-mdh (ahli
waris yang sudah ditentukan bagiannya), ashabah (ahli waris sisa), dan dzawil
arham (kerabat jauh), yang semuanya menunjukkan sistem yang sangat
terstruktur dalam pembagian harta peninggalan berdasarkan tingkat kedekatan
hubungan keluarga.

Secara sosial, konsep al-agqrabin juga memiliki makna penting karena am
tidak hanya mengatur hubungan spiritual dengan Allah, tetapi juga hubungan
sosial antar manusia. Kerabat dekat memiliki hak untuk diperhatikan, dibantu,
dan tidak boleh diputuskan silaturahminya. Bahkan dalam banyak hadis,
menjaga hubungan kekerabatan (silaturahim) disebut sebagai salah satu amal
yang dapat memperpanjang umur dan melapangkan rezeki. Dengan demikian,
al-agrabin dalam Islam bukan hanya sekadar istilah hubungan keluarga, tetapi
juga merupakan konsep hukum dan sosial yang memiliki implikasi dalam
pembagian waris, kewajiban moral, serta struktur kehidupan masyarakat

56
Islam.

2. Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai
hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam
dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Dalam sistem
hukum kewarisan Islam, ahli waris memiliki kedudukan yang sangat penting

karena menjadi pihak yang berhak menerima harta peninggalan pewaris sesuai

*® Ibid,. him.125.
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ketentuan syariat.”’ Keberadaan ahli waris merupakan salah satu unsur utama
dalam pelaksanaan pewarisan, sebab tanpa adanya ahli waris maka proses
peralihan harta peninggalan tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

Penentuan ahli waris dalam Islam dilakukan berdasarkan hubungan

kekerabatan, baik karena hubungan nasab maupun hubungan perkawinan, yang

kemudian diatur secara rinci mengenai kedudukan, syarat, dan bagian masing-

masing ahli waris. Selain itu, hukum kewarisan Islam juga menetapkan bahwa

setiap ahli waris memiliki hak yang berbeda-beda sesuai tingkat kedekatan

hubungan dengan pewaris,gdngga pembagian harta warisan dapat dilakukan

secara adil dan teratur untuk menghindari perselisihan di antara anggota

l-:eluarga.58 Oleh karena itu, pengaturan mengenai ahli waris menjadi bagian

penting dalam hukum kewarisan Islam karena berkaitan langsung dengan
kepastian hukum dan perlindungan hak-hak keluarga yang ditinggalkan oleh

pewaris.Secara garis besar, golongan ahli waris didalam islam dapat dibedakan
ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu: a. ahli waris menurut Al-Qur’an atau yang
sudah ditentukan di dalam Al-Qur’an disebut dzul faraaidh. b. ahli waris yang
ditarik dari garis ayah, disebut ashabah. c. ahli waris menurut garis ibu, dzul
arhaam.
3. Harta Warisan

Harta warisan disebut tarakah, yaitu rta yang akan ditinggalkan (al-
Qur’an surat al-Nisa’ ayat 180), yang beralih kepada ahli waris. Tarakah

(&S,Jl) atan harta warisan dalam hukum Islam adalah seluruh harta

>’ Fatchur Rahman, Ilmu Waris, PT Al-Ma’arif, Bandung, 1994, hlm. 45-58.

“ar,. hlm.58.

°?H. Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Akademika Pressindo,
Jakarta, 2015, hlm.155.
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peninggalan yang ditinggalkan oleh seseorang setelah meninggal dunia yang

dapat dialihkan kepada ahli waris sesuai ketentuan syariat. Secara bahasa,
tarakah berasal dari kata taraka yang berarti meninggalkan, sedangkan secara

istilah diartikan sebagai segala bentuk harta, hak, maupun kewajiban yang

ditinggalkan pewaris dan memiliki nilai ekonomi.* Harta tersebut dapat
berupa tanah, rumah, vang, kendaraan, perhiasan, piutang, maupun hak-hak

tertentu yang dapat diwariskan. Dalam hukum Islam, tarakah memiliki
kedudukan penting karena menjadi objek utama dalam proses pembagian

warisan kepada ahli waris. @eh karena itu, Islam mengatur secara rinci
mengenai pengelolaan dan pembagian harta warisan agar tercipta keadilan dan

tidak menimbulkan perselisihan di antara anggota keluarga.

lam Al-Qur’an, ketentuan mengenai warisan dijelaskan secara rinci
dalam O_S.-Nisﬁ’ ayat 11 dan 12 yang mengatur bagian masing-masing ahli
waris seperti anak, orang tua, suami, dan istri. Namun,elum harta warisan

dibagikan kepada ahli waris, terdapat beberapa kewajiban yang harus
diselesaikan terlebih dahulu, yaitu biaya pengurusan jenazah, pembayaran

utang pewaris, dan pelaksanaan wasiat sesuai ketentuan syariat. Hal ini
menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengatur hak ahli waris, tetapi juga

menjaga hak-hak pihak lain yang masih berkaitan dengan harta peninggalan

pewaris. Dengan demikian, pembagian tarakah tidak dapat dilakukan secara

A

langsung tanpa memperhatikan kewajiban-kewajiban tersebut. Dalam

perspektif fikih dan hukum Islam di Indonesia, tarakah dipahami sebagai

seluruh peninggalan pewaris yang dapat diwariskan kepada ahli waris setelah

mlbid,. hlm.156.

Wahbah az-Zuhaili, Al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, Op. Cit,. hlm.248.
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dikurangi kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengannya. Wahbah az-Zuhaili
menjelaskan bahwa tarakah mencakup seluruh harta dan hak kebendaan yang
dimiliki pewaris dan bernilai ekonomi, sedangkan dalam Kompilasi Hukum
Islam disebutkan bahwa harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan

pewaris baik berupa benda maupun hak-haknya yang kemudian menjadi hak

ahli waris setelah diselesaikan biaya pengurusan jenazah, pembayaran utang,

dan wasiat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum kewarisan Islam

bertujuan menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap

hak setiap ahli waris dalam pembagian harta warisan.garta peninggalan terdiri
atas benda dan hak-hak, yang dibagikan setelah utang dan wasiat pewaris

dilunasi. Menurut jumhur ulama Sunni, sebelum pembagian, ahli waris wajib
menunaikan tiga hal: biaya pengurusan jenazah, pelunasan hutang pewaris, dan

- . 62
pelaksanaan wasiat pewaris.

5. Syarat- syarat Ahli Waris

Dalam hukum kewarisan islam islam juga terdapat syarat-syarat yang

harus dipenuhi oleh seseorang agar dapat diakui sebagai ahli waris. Syarat
waris merupakan segala ketentuan yang harus dipenuhi oleh seseorang agar

dapat diakui sebagai ahli waris dalam memperoleh hak atas harta peninggalan

pewaris menurut hukum kewarisan, berikut syarat-syarat mendapat waris:

1. Ahli Waris Masih Hidup

Seseorang yang akan menerima warisan harus dalam keadaan hidup pada

saat pewaris meninggal dunia. Hal ini berarti bahwa apabila seseorang ahli
waris telah meninggal lebih dahulu dari pada pewaris, maka ia tidak dapat

82 Ibid,. him.155.
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menjadi ahli waris. Dengan demikian, keberadaan ahli waris pada saat

wafatnya pewaris merupakan syarat utama dalam kewarisan.
2. Tidak Terhalang oleh Penghalang Waris

Seorang ahli waris harus tidak termasuk dalam kategori penghalang waris,
seperti membunuh pewaris, perbedaan agama, atau murtad. Apabila seseorang
termasuk dalam salah satu keadaan tersebut, maka haknya sebagai ahli waris
menjadi gugur meskipun secara hubungan ia memenuhi syarat sebagai ahli
waris.

3. Adanya Hubungan dengan Pewaris

Seseorang dapat menjadi ahli waris apabila miliki hubungan dengan
pewaris, baik melalui hubungan nasab (keturunan), hubungan perkawinan,
maupun hubungan lainnya yang diakui dalam hukum Islam. Hubunganmenjadi
dasar yang menghubungkan ara pewaris dan ahli waris dalam proses
lzlewarisan.63
6. Sebab-sebab Mendapat Waris

Selain syarat-syarat kewarisan, dalam hukum kewarisan Islam juga
dikenal adanya sebab-sebab yang menjadikan seseorang berhak memperoleh
warisan.  Sebab-sebab tersebut merupakan dasar hubungan yang
menghubungkan antara pewaris dengan ahli waris, sehingga seseorang dapat
menerima harta peninggalan. lam hukum kewarisan Islam, sebab-sebab

seseorang memperoleh warisan pada dasarnya terdiri dari hubungan nasab

(keturunan), hubungan perkawinan, dan hubungan wala’.

®3 Nurul Huda, “Syarat dan Penghalang Kewarisan dalam Hukum Islam, ” Jurnal Al-
Ahwal, Vol. 11, No. 2, 2018, hlm. 120.
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1. Hubungan Nasab (Keturunan)

Hubungan nasab merupakan hubungan darah antara pewaris dengan ahli
waris. Hubungan ini menjadi sebab utama dalam kewarisan Islam, karena
seseorang g memiliki hubungan darah dengan pewaris pada dasarnya
berhak untuk menerima warisan. Yang termasuk dalam golongan ini antara
lain anak, orang tua (ayah dan ibu), serta kerabat lainnya seperti saudara dan
seterusnya. Kedudukan orang tua sebagai ahli waris dalam hubungan nasab
telah diakui secara tegas dalam hukum kewarisan Islam, sehingga mereka
berhak menerima ian dari harta peninggalan anaknya selama tidak terdapat
penghalang waris. Dalam hukum kewarisan Islam, hubungan nasab juga
menunjukkan bahwa pembagian warisan tidak dilakukan secara sembarangan,
melainkan berdasarkan garis keturunan yang jelas dan dapat dibuktikan.

Hubungan darah tersebut dibedakan menjadi garis keturunan lurus ke
bawah seperti anak dan cucu, ris keturunan lurus ke atas seperti ayah, ibu,
kakek, dan nenek, serta garis keturunan menyamping seperti saudara kandung,
paman, dan bibi. Pembagian tersebut bertujuan untuk menciptakan keadilan
dalam keluarga serta menjaga hak-hak kerabat yang memiliki hubungan dekat
dengan pewaris. Dengan adanya ketentuan tersebut,kum Islam memberikan
perlindungan terhadap hak anggota keluarga agar harta peninggalan tetap

berpindah kepada orang-orang yang memiliki hubungan nasab dengan

. 64
pewaris.

®* Wahbah az-Zuhaili, Op. Cit,. hlm 260.
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2. Hubungan Perkawinan
Selain hubungan darah, hubungan perkawinan juga menjadi sebab

seseorang memperoleh warisan. Hubungan ini terjadi ra suami dan istri
yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum Islam. Dalam hal ini,
suami berhak mewarisi harta istrinya, dan sebaliknya istri berhak mewarisi
harta suaminya. Hak tersebut tetap berlaku sepanjang perkawinan tersebut
masih sah a saat salah satu pihak meninggal dunia. Dengan demikian,
hubungan perkawinan merupakan salah satu dasar penting dalam menentukan
hak kewarisan.

3. Hubungan Wala’

Wala’ merupakan hubungan hukum yang timbul karena adanya
pembebasan budak, di mana ng yang membebaskan budak tersebut berhak
mewarisi harta dari budak yang telah dibebaskannya apabila tidak memiliki
ahli waris lainnya. Namun dalam perkembangan masyarakat modern saat ini,
sebab kewarisan melalui wala’ sudah tidak lagi relevan karena sistem
perbudakan telah dihapuskan. Oleh karena itu, dalam praktiknya, sebab
kewarisan yang umum digunakan adalah hubungan nasab dan hubungan
perkawinan.® Dengan demikian, sebab-sebab kewarisan dalam hukum Islam
menunjukkan bahwa hak untuk mewarisi tidak muncul tanpa dasar hukum,
melainkan didasarkan pada hubungan hukum yang jelas antara pewaris dan

ahli waris. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum

dalam pembagian harta warisan.

® Amir Syarifuddin, Op. Cit,. him. 67.
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7. Penghalang Waris
Di samping sebab-sebab yang menimbulkan hak waris, dalam hukum

kewarisan Islam juga dikenal adanya penghalang waris yang dapat

menggugurkan hak seseorang untuk menerima warisan. Penghalang waris

merupakan keadaan tertentu yang menyebabkan seseorang tidak berhak

memperoleh harta warisan meskipun secara hubungan ia memenuhi syarat
sebagai ahli waris. Dalam hukum kewarisan Islam, terdapat beberapa hal yang

menjadi penghalang seseorang untuk mewarisi. Pertama, seseorang yang
membunuh pewaris tidak berhak menerima warisan dari orang yang
dibunuhnya. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang

dilatarbelakangi oleh keinginan untuk memperoleh harta warisan. Ketentuan
ini juga menunjukkan bahwa hukum Islam sangat menjunjung tinggi nilai

keadilan dan perlindungan terhadap jiwa manusia, sehingga seseorang yang
melakukan perbuatan melawan hukum terhadap pewaris tidak diperbolehkan

memperoleh keuntungan dari tindakannya tersebut.
Kedua, perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris juga menjadi

penghalang dalam kewarisan. Seseorang yang tidak beragama Islam tidak

dapat mewarisi dari keluarga yang beragama Islam, demikian pula sebaliknya.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa kesamaan agama menjadi salah satu syarat

penting dalam hukum kewarisan Islam. Prinsip tersebut didasarkan pada

235
adanya hubungan keagamaan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan hukum

waris Islam, sehingga hak kewarisan hanya berlaku bagi pihak-pihak yang

berada dalam ikatan agama yang sama. Dengan adanya ketentuan tersebut,
hukum kewarisan Islam memberikan batasan yang jelas mengenai siapa saja
yang dapat menerima warisan sesuai ketentuan syariat. Ketiga, seseorang yang
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murtad atau keluar dari agama Islam juga tidak berhak menerima warisan dari

keluarganya yang beragama Islam.

Hal ini dikarenakan murtad dianggap memutus hubungan hukum

kewarisan dalam Islam. Dalam pandangan hukum Islam, peralihan keyakinan

dipandang sebagai terputusnya hubungan keagamaan yang menjadi salah satu
dasar penting dalam kewarisan. Oleh karena itu, seseorang yang tidak lagi

memeluk agama Islam tidak memiliki hubungan kewarisan dengan keluarga

muslimnya. Dengan demikian, penghalang waris menunjukkan bahwa tidak

setiap orang yang memiliki hubungan dengan pewaris secara otomatis berhak

menerima harta warisan, melainkan harus memenuhi ketentuan hukum yang

berlaku. Keberadaan penghalang waris ini bertujuan untuk menjaga keadilan

serta ketertiban dalam pelaksanaan pembagian warisan menurut hukum Islam.

Selain itu, ketentuan mengenai penghalang waris juga dimaksudkan untuk

memberikan kepastian hukum dalam proses pembagian harta warisan agar

tidak terjadi perselisihan maupun penyalahgunaan hak di antara para ahli

waris.”®

B. Tinjauan Umum Tentang Ahli Waris

1. Pengertian Ahli Waris

Secara bahasa, ahli waris berasal dari kata Arab “al-warith” (&, 4)) yang

berarti orang yang mewarisi atau menerima sesuatu dari orang lain. Kata

tersebut berasal dari kata dasar “waritsa” (<_3) yang berarti mewarisi atau

berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain.*” Dalam bahasa arab,

®® Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam Adat dan BW, PT
Re ditama, Bandung, 2022, him. 23.
Sayyid Sabiq, Figh Sunnah, Jilid 4, Dar al-Fikr, Beirut 1983, hlm. 11.
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ahli waris dikenal dengan sebutan <) 5 bentuk jamaknya &5 s atau 455 yang

berasal dari kata <5 dengan huruf Ra dibaca kasrah, artinya mendapat harta
(peninggalan). Jadi, ahli waris sendiri berarti orang yang mendapatkan harta
peninggalan, baik dari orang tua, anak, atau pun saudaranya yang tentunya

telah meninggal dunia, dengan sebab apa pun. Entah karena usia, sakit,

kecelakaan, atau hal lainnya.®® Secara istilah ahli waris adalah orang yang

berhak menerima harta peninggalan (warisan) dari seseorang yang telah

meninggal dunia (pewaris) dan mempunyai hubungan dengan pewaris, baik

karena hubungan darah (nasab), perkawinan, maupun sebab lainnya yang

dibenarkan oleh hukum, sehingga berhak memperoleh bagian dari harta

warisan setelah pewaris meninggal dunia.®”
Ahli waris yang dalam ilmu faraidh termasuk ke dalam rukun waris

didefinisikan sebagai berikut :
“Pihak yang berhak mendapatkan warisan ketika seorang pewaris wafat

(meninggal dunia) yang benar-benar masih hidup atau dihukumkan masih

hidup atau seperti orang hidup, contohnya orang yang tidak diketahui status

keberadaannya (hilang) dan janin dalam kandungan. »10

Dalam kajian hukum kewarisan Islam, ahli waris dipahami sebagai pihak

yang memiliki hak untuk menerima harta peninggalan dari pewaris

berdasarkan hubungan yang diakui oleh syariat. Menurut pandangan Abdul
Rahman Ghozali, ahli waris merupakan orang yang berhak memperoleh harta

peninggalan dari pewaris sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang

&8 y Nugroho, Siapa Ahli Waris Kita, Rumah Figih Publishing, Jakarta, 2018, hlm.7.

® Beni Ahmad Sacbani, Figh Mawaris, Pustaka Setia, Bandung, 2009, him. 45.
70 Luky Nugroho, Op. Cit,. hlm 8.
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berlaku.”' Sejalan dengan pendapat tersebut, Suhrawardi K. Lubis menjelaskan
bahwa i waris adalah pihak yang mempunyai hak atas harta warisan karena
adanya hubungan yang sah, baik hubungan darah (nasab) maupun hubungan
perkawinan. Dari berbagai pengertian tersebut dapat dipahami bahwa ahli
waris merupakan pihak ng memiliki hak untuk menerima harta peninggalan
pewaris berdasarkan hubungan tertentu yang diakui dalam hukum. Pengaturan
mengenai ahli waris tersebut selanjutnya juga diatur secara yuridis dalam
rnpilasi Hukum Islam.

Sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf c, ahli
waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan
darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak
terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.”” Dalam hal ini, hak warisan
tersebut tidak muncul secara otomatis, melainkan harus didasarkan pada
hubungan yang diakui dalam hukum Islam serta tidak adanya halangan yang
dapat menggugurkan hak seseorang agaj ahli waris. Dengan demikian,
kedudukan ahli waris dalam hukum Islam sangat %entukan oleh adanya
hubungan yang sah dengan pewaris serta terpenuhinya entuan-ketentuan
yang telah ditetapkan dalam syariat.”’

2. Golongan h]i Waris

Golongan ahli waris adalah pengelompokkan atau klasifikasi orang-orang

yang berhak menerima harta warisan berdasarkan hubungan mereka dengan

23
ngdu] Rahman Ghozali, Figh Munakahat dan Kewarisan Islam, Kencana, Jakarta,
201BERIm. 210.
7% Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf c.
”* Suhrawardi K. Lubis, Op.Cit,. hlm. 56.
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pewaris. Klasifikasi ini dikenal dalam ilmu faraidh yang membagi ahli waris
ke dalam tiga golongan utama,tu ashabul furid, ashabah, dan zawil arham.
A. Ashabul Furiid (o= A4 el

Ashabul furiid adalah ahli waris yang telah ditentukan bagian tertentu bagi

mereka dalam Al-Qur’an dan Hadis, seperti 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6.

Golongan ini meliputi, antara lain, , ibu, suami, istri, anak perempuan,
serta saudara perempuan dalam kondisi tertentu. Mereka memperoleh bagian
terlebih dahulu karena besaran haknya telah ditetapkan secara pasti dalam
ketentuan hukum Islam. Selain bagian-bagian yang telah ditentukan tersebut,
ashab al-furudh juga memiliki ketentuan pembagian yang berbeda-beda
tergantung pada ada u tidaknya ahli waris lain. Dalam hukum kewarisan
Islam, perubahan bagian tersebut dipengaruhi oleh hubungan kekeluargaan dan

susunan ahli waris yang masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia.

Sebagai contoh, ibu dapat memperoleh gian 1/3 apabila pewaris tidak
meninggalkan anak, namun bagiannya berubah menjadi 1/6 apabila pewaris
memiliki anak atau terdapat dua orang saudara atau lebih. Begitu pula dengan
suami dan istri, bagian yang diterima dapat berubah berdasarkan ada atau
tidaknya keturunan dari pewaris.”" Selain itu, tidak semua i waris dapat
menerima warisan secara bersamaan, karena dalam hukum kewarisan Islam
dikenal adanya penghalang waris (hijab).

Keberadaan ahli waris tertentu dapat mengurangi bagian ahli waris lain atau

bahkan menutup hak waris seseorang. Oleh karena itu, penentuan ashab al-

Jurudh harus dilakukan secara teliti agar pembagian warisan sesuai dengan

" Abdul Rahman Ghozali, Op. Cit,. him 211.
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ketentuan syariat Islam. Dalam praktik pembagian warisan, golongan ashab al-
furudh juga menjadi dasar utama dalam menentukan perhitungan warisan

sebelum diberikan kepada golongan ahli waris lainnya. Dengan demikian,

keberadaan mereka memiliki kedudukan yang sangat penting dalam

menciptakan kepastian dan keadilan dalam hukum kewarisan Islam.”

B. Ashabah (ix=4))

Ashabah adalah ahli waris yang tidak memiliki bagian tertentu, tetapi
memperoleh sisa harta warisan setelah dibagikan kepada ashabul furid.
Golongan ini urnnya terdiri dari kerabat laki-laki seperti anak laki-laki,
saudara laki-laki, dan paman. Dalam kondisi tertentu, ashabah juga dapat
menjadi penerima utama bila tidak terdapat ahli waris dari golongan
ashabul furiid. Dengan demikian, kedudukan ashabah dalam hukum kewarisan

Islam memiliki peranan yang sangat penting karena golongan ini berfungsi

sebagai penerima sisa a warisan yang tidak habis dibagikan kepada ahli
waris yang memiliki bagian pasti (ashabul furudh).

Keberadaan ashabah menunjukkan bahwa sistem kewarisan %am tidak
hanya mengatur pembagian warisan secara pasti, tetapi juga memperhatikan
hubungan kekerabatan dan kedekatan nasab antara pewaris dengan ahli
waris.'® Selain menerima sisa harta warisan, dalam keadaan tertentu ashabah
juga dapat memperoleh luruh harta peninggalan pewaris apabila tidak

terdapat ahli waris yang memiliki bagian tertentu. Oleh sebab itu, golongan

ashabah sering dianggap sebagai ahli waris pelengkap dalam sistem kewarisan

7> Ahmad Zaini, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Golongan Ahli Waris,” Jurnal
Hukum Islam, Vol. 15, No. 1, Pekalongan : IAIN Pekalongan, 2017, hlm. 89.
"® Ibid.. him.90.
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Islam.”” Pada praktiknya, pembagian warisan kepada ashabah dilakukan
berdasarkan tingkat kedekatan hubungan keluarga dengan pewaris. Semakin
dekat hubungan kekerabatannya, maka semakin kuat pula haknya untuk
menerima warisan. Dengan demikian, sistem ashabah bertujuan untuk menjaga
agar harta peninggalan tetap berada dalam lingkungan uarga yang memiliki
hubungan darah paling dekat dengan pewaris.
C. Zawil Arham (A=Y 553

Zawil arham adalah abat yang memiliki hubungan darah dengan
pewaris, tetapi tidak termasuk dalam dua golongan utama ashabul furiid
maupun ashabah. Zawil arham sebagai kerabat jauh, miliki hak waris jika
tidak ada ahli waris dari dua golongan utama. Mereka berperan sebagai lapisan
terakhir dalam pembagian warisan, memastikan bahwa harta pewaris tetap
berpindah kepada kerabat yang paling dekat, asalkan tidak ada penerima dari
golongan sebelumnya. Dengan demikian, zawil arham memastikan bahwa
hak-hak kerabat yang lebih jauh tetap diakui, sehingga keadilan dalam
pembagian warisan tetap terjaga sesuai dengan prinsip syariat. Golongan ini
meliputi, antara lain, cucu dari ak perempuan, keponakan dari saudara
perempuan, serta bibi. Mereka baru memperoleh warisan apabila tidak terdapat
ahli waris dari dua golongan :-",f:bf:lumnya.-"E

Pengelompokan tersebut menunjukkan bahwa tidak semua i waris
memiliki kedudukan yang sama dalam menerima harta warisan. Sebagian ahli

waris telah ditentukan bagiannya secara pasti, sementara sebagian lainnya

memperoleh bagian berdasarkan sisa harta atau dalam kondisi tertentu. Dengan

7 Amir Syarifuddin, Op.Cit,. hlm.221.
’® Ahmad Zaini, Op.Cit,. hlm.90
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demikian, penentuan ahli waris tidak hanya didasarkan pada hubungan

kekerabatan semata, tetapi juga pada ketentuan hukum yang mengatur

kedudukan masing-masing ahli waris.
Dalam hal ini, orang tua, yaitu ayah dan ibu, termasuk dalam golongan

ashabul furGd yang memiliki bagian tertentu sebagaimana telah ditetapkan
dalam hukum kewarisan Islam. Hal ini menunjukkan bahwa orang tua
memiliki kedudukan yang jelas sebagai ahli waris dalam sistem pembagian

warisan.”” Selanjutnya, untuk melihat bagaimana kedudukan ahli waris

tersebut diatur dalam konteks hukum di Indonesia, perlu dikaji ketentuan yang

terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu pedoman dalam
penentuan ahli waris.
3. Kedudukan Waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)
Kedudukan Ahli Waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah
posisi hukum seseorang yang ditetapkan sebagai pihak ng berhak menerima
harta peninggalam (warisan) dari pewaris berdasarkan ketetntuan yang diatur
KHI di Indonesia. Emntuan mengenai ahli waris dalam hukum Islam di
Indonesia ini diatur am Kompilasi Hukum Islam Pasal 171, yang
menegaskan bahwa ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah
atau hubungan perkawinan dengan pewaris serta tidak terhalang oleh hukum

untuk menjadi ahli waris. Ketentuan ini memberikan batasan yang jelas

mengenai siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai ahli waris dalam sistem

hukum Islam di Indonesia.*

3

" Siti Musyafa’ah, “Klasifikasi Ahli Waris dalam Pcrspcktifgukum Islam,” Jurnal Al-
Ahwal: Jurnal Hulum Keluarga Islam, Vol. 10, No. 2, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga,
2017, k) 145.

#9 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 171 huruf c.
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Selain sebagai pedoman dalam menentukan pihak yang berhak menerima

warisan, ketentuan mengenai kedudukan ahli waris dalam Kompilasi Hukum
Islam juga menunjukkan adanya pengakuan hukum terhadap hubungan
kekeluargaan alarn sistem kewarisan Islam di Indonesia. Pengakuan tersebut
menjadi penting karena kedudukan ahli waris berkaitan langsung dengan hak
keperdataan seseorang terhadap harta peninggalan pewaris. Dengan adanya
pengaturan yang jelas, maka setiap ahli waris memperoleh dasar hukum yang
kuat dalam mempertahankan haknya apabila terjadi perselisihan dalam
pembagian warisan. Selanjutnya, pengelompokan ahli waris juga dijelaskan
dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 174, yang membagi ahli waris
berdasarkan hubungan darah ke am garis lurus ke bawah, garis lurus ke
atas, dan garis ke samping, serta ahli waris karena hubungan perkawinan.

Pembagian menunjukkan bahwa hubungan kekerabatan dalam hukum
kewarisan Islam memiliki struktur yang sistematis dan be:rjenjang.g1 Dalam hal
ini, orang tua termasuk dalam kelompok garis lurus ke atas yang memiliki
kedudukan %gai ahli waris dalam sistem kewarisan Islam di Indonesia.

Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa orang tua merupakan bagian dari

struktur keluarga inti yang diakui memiliki hak dalam mbagian harta
warisan. Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam juga memberikan arah
bahwa penetapan ahli waris harus dilakukan secara cermat dan berdasarkan
hubungan hukum yang dapat dibuktikan. Hal ini disebabkan karena kedudukan

ahli waris akan menentukan hak dan bagian yang diterima masing-masing

pihak dalam pembagian warisan. Oleh sebab itu, kejelasan mengenai status

! Kompilasi Hukum Islam, Pasal 174.
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ahli waris menjadi hal yang sangat penting agar proses pembagian harta

peninggalan dapat dilakukan sesuai ketentuan hukum Islam dan tidak

menimbulkan ketidakpastian hukum di kemudian hari. Dengan demikian,

ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tidak hanya memberikan definisi

mengenai ahli waris, tetapi juga memperjelas pengelompokan serta kedudukan

masing-masing ahli waris dalam sistem kewarisan. Hal ini menjadi dasar yang

penting dalam menentukan pihak-pihak yang berhak atas harta peninggalan

pewaris. Oleh karena itu, dalam praktik kewarisan, penentuan ahli waris tidak

hanya didasarkan pada hubungan keluarga semata, tetapi juga harus mengacu
pada ketentuan hukum yang berlaku agar tercipta kepastian dan kejelasan
mengenai pihak-pihak yang berkedudukan sebagai i waris.

Dalam konteks praktik kewarisan di Indonesia, kedudukan ahli waris tidak
hanya memiliki makna secara keagamaan, tetapi juga memiliki akibat hukum
dalam berbagai urusan administrasi dan keperdataan.gz Kedudukan tersebut
berkaitan dengan pengurusan harta peninggalan, peralihan hak atas tanah,
pencairan tabungan, maupun penyelesaian hak-hak lain milik waris. Oleh
karena itu, penentuan ahli waris yang jelas menjadi bagian penting dalam
memberikan lindungan hukum terhadap hak-hak keluarga yang
ditinggalkan oleh pewaris. Dalam praktiknya, ketentuan tersebut memerlukan
suatu bentuk pembuktian dan kepastian hukum yang dituangkan dalam
dokumen resmi. Oleh karena itu, untuk menjamin adanya kejelasan ngenaj
pihak-pihak yang berkedudukan sebagai ahli waris serta menghindari

terjadinya sengketa di kemudian hari, diperlukan suatu surat keterangan yang

82 Rina Marlir ran Surat Keterangan Ahli Waris dalam Penyelesaian Sengketa
Waris di Indonesia,” Jurnal Rechtsvinding , Vol. 9, No. 3, 2020, hlm. 312.
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memiliki kekuatan administratif sebagai dasar penetapan ahli waris, yaitu Surat
Keterangan Waris.*

C. jauan Umum Tentang Surat Keterangan Ahli Waris (SKW)

1. Pengertian Tentang Surat Keterangan Waris

Secara umum, Surat Keterangan Waris (SKW) merupakan surat atau
dokumen yang muat keterangan mengenai siapa saja pihak yang berhak
menjadi ahli waris dari seseorang yang telah meninggal dunia. Surat tersebut
digunakan sebagai dasar untuk menunjukkan kedudukan seseorang agaj
ahli waris dalam berbagai kepentingan hukum maupun administrasi yang
berkaitan dengan harta peninggalan pewaris. Secara etimologis, istilah at
Keterangan Waris terdiri dari tiga kata, yaitu “surat”, “keterangan”, dan
“waris”. Kata “surat™ berarti sesuatu yang ditulis atau dokumen tertulis yang
dapat dijadikan sebagai alat bukti maupun sarana penyampaian informasi. Kata
“keterangan” berarti penjelasan atau uraian mengenai suatu hal tertentu.
Sedangkan kata “waris” berkaitan dengan perpindahan hak, harta, atau
kedudukan ﬁ seseorang yang telah meninggal dunia kepada pihak lain yang
berhak menerimanya, yaitu ahli waris.

Berdasarkan pengertian etimologis ini menunjukkan bahwa SKW a
dasarnya merupakan bentuk keterangan tertulis yang bertujuan memberikan
kejelasan mengenai status ahli waris. Dengan adanya kejelasan tersebut, maka
proses pengurusan ak-hak yang berkaitan dengan harta pﬁinggalan dapat

33

dilakukan secara lebih tertib dan terarah.** Secara istilah, Surat Keterangan

Waris merupakan dokumen resmi yang dibuat untuk menerangkan siapa saja

id,. hlm.315.
R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 172-174.
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yang menjadi ahli waris yang sah dari seseorang yang telah meninggal dunia.

Dalam praktik hukum di Indonesia, SKW digunakan sebagai alat pembuktian

mengenai hubungan hukum antara pewaris dengan para ahli warisnya.

Menurut R. Soeroso, Surat Keterangan Waris merupakan dokumen yang
menunjukkan hubungan hukum antara pewaris dan ahli warisnya. Pengertian
ini menegaskan bahwa SKW tidak hanya memuat identitas ahli waris, tetapi

juga menjadi dasar untuk membuktikan adanya hubungan hukum kewarisan.*

Sementara itu, menurut Habiburrahman, Surat Keterangan Waris adalah surat

yang dibuat untuk menerangkan siapa saja yang menjadi ahli waris yang sah

dari seorang pewaris. Pengertian ini menekankan fungsi SKW sebagai alat

untuk menentukan dan membuktikan pihak-pihak yang berhak menerima

warisan.*

Dalam Kamus Hukum, Sudarsono menjelaskan bahwa Surat Keterangan

Waris dapat dipahami sebagai surat atau dokumen yang memuat keterangan
mengenai pihak-pihak yang berhak menerima hak dan kewajiban atas harta
peninggalan pewaris. Dengan demikian, SKW merupakan dokumen yang

digunakan untuk menjelaskan dan membuktikan siapa saja yang memiliki

kedudukan sebagai ahli waris dari seseorang yang telah meninggal dunia.

Selain itu, keberadaan Surat Keterangan Waris juga memiliki fungsi penting

dalam praktik hukum dan administrasi, karena dokumen tersebut menjadi dasar

bagi ahli waris untuk melakukan berbagai perbuatan hukum yang berkaitan

dengan harta peninggalan pewaris. Oleh sebab itu, SKW tidak hanya memiliki

nilai administratif, tetapi juga memiliki kedudukan sebagai alat pembuktian

® Ibid,. hlm. 175.
® Habiburrahman, Hukum Kewarisan di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2011,
hlm.89.
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dalam hubungan hukum kewarisan. Dalam praktiknya, Surat Keterangan Waris
sering digunakan dalam berbagai kepentingan hukum, seperti pengurusan balik
nama sertifikat tanah, pencairan tabungan atau deposito milik pewaris,
pengurusan pensiun, serta penyelesaian hak-hak keperdataan lainnya.m Oleh

karena itu, keberadaan SKW memiliki peranan penting untuk memberikan

kepastian hukum mengenai siapa saja pihak yang berhak bertindak sebagai ahli

waris. Tanpa adanya Surat Keterangan Waris, proses pengurusan harta
peninggalan sering kali mengalami hambatan karena tidak adanya bukti tertulis

mengenai kedudukan ahli waris. Selain sebagai alat pembuktian, SKW juga

berfungsi untuk mencegah terjadinya perselisihan di antara anggota keluarga
maupun pihak lain yang berkaitan dengan pembagian harta peninggalan

pewaris.

Dengan adanya penetapan mengenai siapa saja yang menjadi ahli waris,

maka hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat diketahui secara lebih

jelas. Oleh sebab itu, pembuatan Surat Keterangan Waris harus dilakukan

secara teliti dan berdasarkan data yang benar agar tidak menimbulkan

permasalahan hukum di kemudian hari. Dalam praktiknya, Surat Keterangan
Waris tidak hanya digunakan sebagai dokumen keterangan mengenai ahli
waris, tetapi juga memiliki berbagai fungsi dan tujuan dalam penyelesaian
urusan hukum maupun administrasi yang berkaitan dengan rta peninggalan
pewaris. Oleh karena itu, keberadaan Surat Keterangan Waris menjadi penting

untuk memberikan kepastian mengenai kedudukan dan hak para ahli waris *

171
87 Sudarsono, Kamus Hukum, Rincka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 578.
B8 Ibid,. hlm. 578.
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2. Fungsi Dan Tujuan Surat Keterangan Waris (SKW)

A. Fungsi Surat Keterangan Waris (SKW) Menurut Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, Surat Keterangan Waris (SKW)

memiliki fungsi sebagai dokumen yang digunakan untuk menunjukkan dan

membuktikan siapa saja yang menjadi ahli waris dari seorang pewaris yang

telah meninggal dunia. Dalam hukum kewarisan Islam, penentuan ahli waris

merupakan hal yang penting karena berkaitan dengan perpindahan hak atas

harta peninggalan pewaris kepada pihak yang berhak menerimanya. SKW

berfungsi sebagai alat pembuktian administratif mengenai hubungan hukum

antara pewaris dengan ahli waris.

Dengan adanya SKW, ahli waris dapat membuktikan kedudukannya dalam
melakukan pengurusan berbagai hak yang berkaitan dengan harta warisan,
seperti pembagian warisan, pengalihan hak, maupun pengurusan administrasi

lainnya. Selain itu, SKW juga berfungsi untuk memberikan kejelasan

mengenai bagian dan kedudukan ahli waris sesuai ketentuan hukum kewarisan

Islam. Dengan adanya kejelasan tersebut, maka pelaksanaan pembagian

warisan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat Islam yang diatur

dalam KHI.*

B. Tujuan Surat Keterangan Waris (SKW) Menurut Kompilasi Hukum Islam

Tujuan Surat Keterangan Waris berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

adalah untuk memberikan kepastian hukum mengenai siapa saja yang berhak

menjadi ahli waris dari seorang pewaris. Kepastian tersebut diperlukan agar

hak-hak ahli waris dapat terlindungi dan pembagian warisan dapat dilakukan

* Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf a.
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secara adil sesuai ketentuan hukum Islam. Selain itu, SKW bertujuan untuk
mempermudah pelaksanaan pengurusan harta peninggalan pewaris, baik dalam
pembagian warisan maupun dalam tindakan hukum lain yang berkaitan dengan
harta warisan tersebut. Dengan adanya SKW, para ahli waris memiliki dasar
hukum untuk melakukan pengurusan hak-haknya. Tujuan lainnya adalah untuk
mencegah terjadinya perselisihan atau sengketa antar ahli waris. Melalui
pencantuman ahli waris secara jelas, maka kemungkinan munculnya klaim
sepihak maupun perebutan hak waris dapat diminimalkan. Oleh karena itu,
keberadaan SKW juga bertujuan menciptakan ketertiban dan perlindungan

hukum dalam pelaksanaan hukum kewarisan Islam.”

3. arat Pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris

Syarat merupakan segala sesuatu yang harus dipenuhi terlebih dahulu agar
suatu proses atau tindakan at dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku. Dalam konteks administrasi, syarat berfungsi sebagai dasar untuk
membuktikan dan memperkuat keabsahan suatu tindakan dokumen yang
dibuat. Berkaitan dengan pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris, syarat-
syarat diperlukan untuk memastikan identitas pewaris maupun ahli waris
sehingga proses penetapan ahli waris dapat dilakukan secara jelas dan dapat
clipf:rtanggungja\Jﬂ.*ﬂbkan.()H lam proses pembuatan Surat Keterangan Ahli
Waris, terdapat beberapa dokumen yang umumnya harus dilengkapi oleh para
pihak sebagai syarat administrasi. Syarat-syarat tersebut digunakan untuk

membuktikan identitas pewaris maupun ahli waris serta hubungan

kekeluargaan di antara para pihak.

%0 mpilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf c.

' Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta , 2014, hlm.
85.
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1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Kartu Tanda Penduduk digunakan sebagai bukti identitas diri ahli waris.
Dokumen ini diperlukan untuk mengetahui data pribadi ahli waris, seperti
nama, tempat tinggal, dan status kependudukan.

2. Kartu Keluarga (KK)

Kartu Keluarga unakan untuk membuktikan hubungan kekeluargaan
antara pewaris dan ahli waris. Melalui dokumen ini dapat diketahui susunan
anggota keluarga yang berkaitan dengan pewaris.

3. Surat Keterangan Kematian atau Akta Kematian

Surat keterangan kematian atau akta kematian diperlukan agai bukti
bahwa pewaris benar telah meninggal dunia. Dokumen ini menjadi dasar
utama dalam proses penentuan ahli waris dan pembagian warisan.

4. Surat Nikah

Surat nikah digunakan untuk membuktikan adanya hubungan perkawinan
yang sah antara pewaris dan pasangannya. Dokumen ini penting terutama
untuk menentukan kedudukan suami atau istri sebagai ahli waris.
5. Dokumen Pendukung Lainnya

Selain dokumen utama tersebut, dalam praktiknya dapat pula diperlukan

dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan proses administrasi

. 92
kewarisan.

# Ahmad Rofiq, Op. Cit,.him.397.
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4. Pihak yang Berwenang dalam Membuat SK'W
1. Lurah atau Kepala Desa (serta Camat)

Pada praktiknya di masyarakat,t Keterangan Waris (SKW) umumnya
dibuat oleh lurah atau kepala desa, kemudian diketahui atau disahkan oleh
camat. Prinsip kewenangan lurah adalah sebagai pejabat administratif. Artinya:
lurah hanya mencatat dan mengesahkan keterangan dari para ahli waris,
berdasarkan data kependudukan dan keterangan keluarga, tidak melakukan
penetapan hukum secara mendalam. Dengan demikian, SKW dari kelurahan
lebih bersifat administratif sebagai bukti awal mengenai siapa saja ahli waris.”
2. Notaris

Notaris membuat dokumen yang disebut Akta Keterangan Hak Waris.
Prinsip kewenangan notaris adalah gai pejabat umum pembuat akta
autentik. Artinya: notaris menuangkan keterangan para pihak ke dalam bentuk
akta resmi, akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang lebih tinggi,
digunakan untuk keperluan hukum yang membutuhkan kepastian lebih kuat.
Kewenangan ini berkaitan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata dan peraturan tentang jabatan notaris.”

3. Pengadilan

Penentuan ahli waris juga dapat dilakukan oleh pengadilan, yaitu:

ngadilan Agama (bagi yang beragama Islam), Pengadilan Negeri (bagi non-

Islam). Prinsip kewenangan pengadilan adalah sebagai lembaga yang

menetapkan secara hukum. Artinya: pengadilan memeriksa bukti dan fakta,

93()emso. Op.Cit,. hlm.176.

? Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik terhadap UU Jabatan
Notaris), Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 90-95.
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kemudian menetapkan siapa saja ahli waris yang sah, hasilnya berupa
penetapan yang memiliki kekuatan hukum. Dasarnya ara lain terdapat
dalam Kompilasi Hukum [slam dan hukum acara perdata.

4.aj Harta Peninggalan (BHP)

Balai Harta Peninggalan merupakan lembaga pemerintah yang menangani
harta peninggalan dalam kondisi tertentu. Prinsip kewenangannya adalah
sebagai pengelola dan pelindung harta warisan. Artinya: mengurus harta
peninggalan yang tidak ada atau belum jelas ahli warisnya, melindungi
kepentingan pihak yang berhak, memastikan harta tidak disalah gunakan.g5
5. Prosedur buatan Surat Keterangan Waris

Secara umum, pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris dilakukan melalui
beberapa tahapan administrasi yang bertujuan untuk memastikan kejelasan
identitas pewaris dan ahli waris. Prosedur tersebut dilakukan sebagai bentuk

penegasan mengenai pihak-pihak yang berkedudukan sebagai ahli waris dalam

suatu hubungan kewarisan. Proses pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris
merupakan bagian penting dalam administrasi kewarisan karena surat tersebut

digunakan sebagai dasar untuk membuktikan kedudukan seseorang sebagai

ahli waris yang sah. Oleh karena itu, setiap tahapan dalam pembuatan Surat
Keterangan Ahli Waris harus dilakukan secara teliti agar tidak menimbulkan
kesalahan maupun sengekta dikemudian hari. Selain itu, prosedur pembuatan

Surat Keterangan Ahli Waris juga bertujuan untuk memberikan kepastian

hukum mengenai pihak-pihak yang berhak atas harta peninggalan waris.

%M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, him. 231-
235.
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1. Pengajuan Permohonan

Proses mbuatan Surat Keterangan Ahli Waris pada dasarnya diawali
dengan pengajuan permohonan oleh pihak keluarga atau ahli waris kepada
pihak yang berwenang. Permohonan tersebut dilakukan untuk memperoleh
erangan mengenai pihak-pihak yang berkedudukan sebagai ahli waris.
Dalam proses pengajuan tersebut, pihak pemohon biasanya menyampaikan
maksud dan tujuan pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris, bail untuk
kepentingan administrasi, pengurusan harta peninggalan, maupun untuk
kepentingan hukum yang lainnya. Pengajuan permohonan menjadi tahap awal
yang penting karena menjadi dasar bagi pihak yang berwenang untuk
melakukam pemeriksaan terhadap data ahli waris yang diajukan.
2. Melengkapi Persyaratan Administrasi

Setelah pengajuan permohonan dilakukan, para pihak diwajibkan
melengkapi berbagai persyaratan administrasi yang diperlukan. Persyaratan
administrasi tersebut pada umumnya berupa dokumen identitas pewaris dan
ahli waris, ertu keluarga, surat kematian serta dokumen lain yang berkaitan
dengan hubungan kewarisan. Kelengkapan dokumen njadi bagian penting
dalam proses pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris karena digunakan
sebagai dasar untuk membuktikan hubungan antara pewaris dan para ahli
waris. Oleh sebab itu, setiap dokumen yang diajukan harus sesuai dengan

keadaan yang sebenarnya agar proses pembuatan surat dapat berjalan dengan

baik.
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3. Verifikasi Dokumen

Dokumen yang telah dilengkapi selanjutnya diperiksa dan diverifikasi
untuk memastikan kesesuaian data serta hubungan ara pewaris dan ahli
waris. Tahapan verifikasi dilakukan untuk menghindari adanya kesalahan data
maupun ak-pihak yang tidak berhak dicantumkan sebagai ahli waris. Dalam
proses ini, pihak yang berwenang akan meneliti kesesuaian identitas, hubungan
keluarga, serta kelengkapan dokumen yang telah diajukan oleh pemohon.
Dengan adanya verifikasi tersebut, maka keabsahan data ahli waris dapat
diketahui secara jelas.
4. Pembuatan dan Pengesahan Surat

Setelah seluruh persyaratan dinyatakan lengkap, t Keterangan Ahli
Waris kemudian dibuat dan disahkan oleh pihak yang berwenang sehingga
dapat digunakan dalam berbagai keperluan administrasi maupun hukum.rat
Keterangan Ahli Waris yang telah disahkan selanjutnya at digunakan

sebagai alat bukti dalam berbagai urusan yang berkaitan dengan harta

peninggalan pewaris.
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BAB I1I

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Impelementasi Pencantuman Ahli Waris Dalam Surat

Keterangan Waris (SKW) Di Kelurahan Tembilahan Hilir.
Proses pencantuman ahli waris dalam Surat Keterangan Ahli Waris

merupakan bagian dari pelayanan administrasi yang dilakukan oleh Kelurahan

guna memberikan kepastian mengenai pihak-pihak yang berkedudukan sebagai

ahli waris dari seseorang yang telah meninggal dunia. Melalui proses tersebut,
Kelurahan berperan dalam melakukan verifikasi terhadap data dan identitas

para ahli waris berdasarkan dokumen serta keterangan yang diajukan oleh
pemohon. Verifikasi ini diperlukan untuk memastikan bahwa nama-nama yang

dicantumkan dalam Surat Keterangan Ahli Waris benar-benar memiliki

hubungan kewarisan dengan pewaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Selain itu, Surat Keterangan Ahli Waris memiliki fungsi yang penting

karena sering digunakan sebagai dasar dalam berbagai pengurusan administrasi
dan perbuatan hukum ng berkaitan dengan harta peninggalan pewaris. Oleh
karena itu, proses pencantuman ahli waris rus dilakukan secara teliti dan
hati-hati agar data yang tercantum dalam surat tersebut dapat mberikan

kepastian hukum serta menghindari terjadinya sengketa di kemudian hari.’®

Dalam pelaksanaannya di Kelurahan Tembilahan Hilir, proses pencantuman

ahli waris dalam Surat Keterangan Ahli Waris diawali dengan adanya

pengajuan permohonan terlebih dahulu yang dilakukan oleh masyarakat

kepada pihak Kelurahan sebagai instansi yang berwenang dalam pelayanan

**Ridwan HR, Op.Cit.. hlm.98-101.
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administrasi tersebut. Pada tahap awal ini, Kelurahan terlebih dahulu
melakukan pemeriksaan terhadap domisili pewaris maupun para ahli waris
guna memastikan bahwa pewaris benar-benar berdomisili di wilayah
Kelurahan Tembilahan Hilir atau setidaknya salah satu ahli waris memiliki
Kartu Keluarga yang terdaftar pada wilayah Kelurahan Tembilahan Hilir.”’
Pemeriksaan domisili ini menjadi langkah awal yang penting dalam
menentukan kewenangan Kelurahan untuk memproses permohonan Surat
Keterangan Ahli Waris. Selanjutnya, masyarakat yang mengajukan
permohonan diwajibkan untuk melengkapi berbagai persyaratan administrasi
yang telah ditentukan sebagai dasar am pembuatan Surat Keterangan Ahli
Waris.

Adapun dokumen yang harus dipenuhi meliputi Kartu Tanda Penduduk
(KTP) seluruh ahli waris, Kartu Keluarga (KK) seluruh ahli waris, akta
kematian pewaris yang diterbitkan, serta surat nikah pewaris sebagai bukti
hubungan perkawinan. Seluruh dokumen tersebut kemudian digunakan oleh
aparat Kelurahan sebagai bahan verifikasi untuk memastikan keabsahan data
serta hubungan hukum ara pewaris dan para ahli waris sebelum Surat
Keterangan Ahli Waris diterbitkan. Berdasarkan hasil penelitian di Kelurahan
Tembilahan Hilir, ak yang dicantumkan sebagai ahli waris dalam Surat
Keterangan Ahli Waris pada umumnya terdiri dari istri dan anak dari pewaris.
Pencantuman tersebut didasarkan pada pemeriksaan dokumen administrasi

kependudukan yang diajukan oleh masyarakat, terutama Kartu Keluarga dan

Kartu Tanda Penduduk. Dalam praktiknya, pihak Kelurahan menjadikan data

7 Hasil wawancara penulis dengan Ibu Maria Ulfa selaku Seksi Pelayanan Umum di
Kelurahan, 03 November 2025.
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dalam Kartu Keluarga sebagai acuan utama dalam menentukan susunan ahli
waris yang dicantumkan. Selain itu, keterangan dari pemohon juga menjadi
pertimbangan untuk memastikan bungan keluarga antara pewaris dan para
ahli waris yang cliaju](z':m.98 Proses tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan
administrasi di tingkat kelurahan lebih berfokus pada data formal dalam
dokumen kependudukan. Hal ini dilakukan untuk menjaga ketertiban
administrasi sekaligus mempermudah verifikasi oleh aparat Kelurahan.
Dengan demikian, pencantuman ahli waris tidak semata-mata didasarkan pada
hubungan hukum secara umum, tetapi sangat bergantung pada kelengkapan
dan kejelasan data administrasi yang dimiliki masyarakat saat mengajukan
permohonan rat Keterangan Ahli Waris.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya tidak seluruh pihak yang secara
ketentuan hukum waris memiliki kedudukan agai ahli waris dicantumkan
dalam Surat Keterangan Ahli Waris. Orang tua pewaris, misalnya, tidak selalu
dimasukkan dalam surat tersebut karena pihak Kelurahan lebih berpedoman
pada struktur keluarga inti yang tercantum dalam Kartu Keluarga, sehingga
pihak di luar keluarga inti kerap tidak dicatat sebagai ahli waris. ondisi ini
menunjukkan adanya perbedaan antara ketentuan hukum waris yang bersifat
lebih luas dengan praktik administrasi di tingkat kelurahan yang cenderung

administratif dan berbasis data kependudukan.w Berdasarkan hasil wawancara

yang dilakukan penulis, diketahui bahwa pencantuman ahli waris dalam Surat

Keterangan Ahli Waris lebih difokuskan kepada pihak-pihak yang secara

“® Ibu Maria Ulfa selaku Seksi Pelayanan Umum di Kelurahan Tembilahan Hilir, 03
November 2025.
** Ibid.
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administratif tercatat dalam dokumen kependudukan yang diajukan oleh
pemohon. Akibatnya, apabila orang tua pewaris tidak tercantum dalam Kartu
Keluarga yang digunakan sebagai dasar pemeriksaan, maka keberadaan
mereka sering kali tidak dimasukkan dalam susunan ahli waris yang
dicantumkan dalam surat tersebut. Padahal, keberadaan orang tua pewaris
sebagai ahli waris tidak bergantung pada tercantum atau tidaknya mereka
dalam Kartu Keluarga, melainkan ditentukan oleh hubungan nasab
ketentuan hukum kewarisan yang berlaku.'”’ Dalam hukum kewarisan Islam,

orang tua merupakan salah satu ahli waris yang memiliki kedudukan dan

bagian waris g telah ditetapkan secara jelas.

Oleh karena itu, tidak dicantumkannya orang tua pewaris dalam Surat
Keterangan Ahli Waris berpotensi menyebabkan tidak tergambarkannya secara
utuh susunan ahli waris yang sebenarnya. rat Keterangan Ahli Waris yang
seharusnya memuat seluruh pihak yang berhak mewarisi pada akhirnya hanya
mencerminkan sebagian ahli waris yang teridentifikasi melalui dokumen
administrasi kf:pé:ncludukan.101 Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan
Bapak Budiono selaku Lurah di Kelurahan Tembilahan Hilir, pencantuman
ahli waris dalam kondisi tertentu dapat disesuaikan dengan keadaan keluarga
pewaris. pabila pewaris hanya meninggalkan anak laki-laki yang belum
menikah, maka ng tua yang masih hidup dapat dicantumkan sebagai ahli

waris. Namun, apabila pewaris telah memiliki istri dan anak, maka yang lebih

dominan dicantumkan adalah istri dan anak, sedangkan orang tua tidak selalu

% Ibu Maria Ulfa selaku Seksi Pelayanan Umum di Kelurahan Tembilahan Hilir, 03
N()vcm@UQS.

1OV A, Sukris Sarmadi, Hukum Waris Islam di Indonesia: Perbandingan Kompilasi
Hukum Islam dan Figh Sunni, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm. 4142,
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dimasukkan dalam Surat Keterangan Ahli Waris. Hal ini menunjukkan bahwa

pencantuman ahli waris dalam praktik di Kelurahan Tembilahan Hilir sangat
dipengaruhi oleh kondisi keluarga serta data kependudukan yang tersedia.'”

Praktik tersebut memperlihatkan bahwa proses pencantuman ahli waris tidak
hanya didasarkan pada hubungan kekerabatan dengan pewaris, tetapi juga
mempertimbangkan informasi yang diperoleh dari pihak keluarga serta
dokumen administrasi yang diajukan oleh pemohon. Oleh karena itu, sebelum
surat diterbitkan, pihak kelurahan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan

terhadap dokumen pendukung, seperti kartu keluarga, kartu tanda penduduk,
akta kematian pewaris, serta dokumen lain yang dianggap relevan untuk

membuktikan hubungan keluarga antara pewaris dan para ahli waris.'"

Proses pemeriksaan tersebut menjadi tahapan yang penting karena Surat
Keterangan Ahli Waris merupakan dokumen yang nantinya digunakan agai
dasar dalam berbagai urusan hukum dan administrasi, seperti pengurusan harta
peninggalan, alihan hak atas tanah, pencairan dana tabungan, maupun
kepentingan administrasi lainnya. Oleh sebab itu, pihak kelurahan berusaha

memastikan bahwa data yang tercantum dalam surat telah sesuai dengan

dokumen yang diajukan oleh pemohon n tidak menimbulkan sengketa di
kemudian hari. Setelah seluruh data dianggap lengkap dan tidak ditemukan
permasalahan administrasi, proses penerbitan Surat Keterangan Ahli Waris
kemudian dilanjutkan pada tahap pengesahan. Setelah melalui proses verifikasi

administrasi, Surat Keterangan Ahli Waris kemudian memperoleh pengesahan

secara berjenjang, dimulai dari Ketua RT, Ketua RW, Lurah, hingga Camat.

12 Hasil wawancara penulis dengan Bapak Budiono selaku Lurah di Kelurahan
Tembilahan Hilir, 4 April 2026.
" Ibid.
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Pengesahan tersebut merupakan tahapan akhir dalam proses penerbitan Surat

Keterangan Ahli Waris sebelum dokumen tersebut dinyatakan sah dan dapat
digunakan oleh masyarakat. t Keterangan Ahli Waris yang diterbitkan
oleh Kelurahan Tembilahan Hilir berfungsi sebagai dasar administrasi dalam
rnbuktikan kedudukan seseorang sebagai ahli waris. Dokumen ini
digunakan oleh masyarakat dalam pengurusan harta peninggalan pewaris serta
berbagai keperluan administrasi lainnya yang berkaitan dengan hak waris.
Berdasarkan dokumen yang diperoleh di lapangan, Surat Keterangan Ahli
Waris memuat identitas pewaris, daftar ahli waris, dasar kematian berupa akta
kematian, serta pengesahan dari perangkat wilayah.

Struktur tersebut menunjukkan bahwa SKW merupakan dokumen
administrasi yang disusun secara berjenjang dan sistematis. Apabila dikaji
lebih lanjut, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kelurahan
Tembilahan Hilir, pencantuman i waris dalam Surat Keterangan Ahli Waris
pada praktiknya masih lebih berfokus pada istri dan anak pewaris sebagai
keluarga inti yang tercantum dalam Kartu Kf:luarga.104 Padahal, apabila
ditinjau berdasarkan ketentuan hukum kewarisan, orang tua pewaris pada
dasarnya juga memiliki kedudukan sebagai ahli waris sepanjang masih hidup.
Dengan demikian, tidak dicantumkannya orang tua pewaris dalam Surat
Keterangan Ahli Waris menunjukkan adanya perbedaan antara praktik

administrasi yang diterapkan di tingkat Kelurahan dengan ketentuan hukum

waris yang berlaku.

1% Hasil wawancara penulis dengan Bapak Budiono selaku Lurah di Kelurahan
Tembilahan Hilir, 4 April 2026.
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Kondisi tersebut terjadi karena pihak Kelurahan dalam pelaksanaan
pelayanan administrasi lebih menitikberatkan pada data kependudukan yang
tercantum dalam Kartu Keluarga sebagai dasar pemeriksaan ahli waris.
Akibatnya, pihak-pihak yang berada di luar susunan keluarga inti, termasuk
orang tua pewaris, dalam beberapa keadaan tidak dicantumkan meskipun
secara hukum memiliki hubungan kewarisan dengan pewaris. Praktik demikian
menunjukkan bahwa pencantuman ahli waris di tingkat Kelurahan cenderung
bersifat administratif dan belum sepenuhnya mencerminkan ketentuan hukum
waris secara menyeluruh. Kedudukan orang tua sebagai ahli waris iliki
dasar hukum yang jelas dalam hukum kewarisan. Orang tua termasuk pihak
g mempunyai hubungan darah langsung dengan pewaris sehingga secara
hukum tetap memiliki hak kewarisan.

leh karena itu, pencantuman ahli waris yang hanya terbatas pada istri dan
anak berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dengan ketentuan hukum waris,
khususnya apabila orang tua pewaris sih hidup pada saat pewaris meninggal
dunia."” Tidak dicantumkannya orang tua dalam Surat Keterangan Ahli Waris
juga dapat menimbulkan permasalahan di kemudian hari, terutama apabila
berkaitan dengan mbagian harta warisan maupun pengurusan hak-hak
keperdataan lainnya. Sebab, Surat Keterangan Ahli Waris sering dijadikan
sebagai dasar administrasi dalam berbagai pengurusan ng berkaitan dengan
harta peninggalan pewaris. Apabila terdapat ahli waris yang secara hukum

berhak namun tidak dicantumkan dalam surat tersebut, maka kondisi tersebut

berpotensi menimbulkan keberatan maupun sengketa di antara anggota

1% Saman dan Nugraha, “Ahli Waris Nasabiyah dan Sababivah dalam Narasi Hukum

Kewarisan Islam, " MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 1, No. 2, 2023, hlm. 174-176.
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keluarga pewaris.'®

Dengan demikian, pencantuman i waris dalam Surat Keterangan Ahli
Waris seharusnya tidak hanya didasarkan pada data administrasi
kependudukan semata, tetapi juga perlu memperhatikan ketentuan hukum
waris mengenai pihak-pihak yang memiliki hak kewarisan. Hal ini penting
agar Surat Keterangan Ahli Waris tidak hanya memenuhi aspek administratif,
tetapi juga dapat memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap
hak seluruh ahli waris, termasuk orang tua pewaris yang masih hidup. un
demikian, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di lapangan,
dalam praktiknya pencantuman i waris dalam Surat Keterangan Ahli Waris
masih lebih berfokus pada pihak istri dan anak pewaris.

Kondisi tersebut tidak terlepas dari kurangnya pemahaman masyarakat
mengenai ketentuan hukum kewarisan serta praktik administrasi yang
diterapkan dalam proses penerbitan Surat Keterangan Ahli Waris di Kelurahan.
Dalam pelaksanaannya, masyarakat pada umumnya hanya mengikuti prosedur
administrasi yang diarahkan pada saat pengurusan Surat Keterangan Ahli
Waris dilakukan tanpa mengetahui secara menyeluruh mengenai pihak-pihak
yang sebenarnya memiliki hak kewarisan menurut hukum.'"” Selain itu, pihak
Kelurahan dalam melakukan pencantuman ahli waris juga lebih berpedoman
pada dokumen administrasi kependudukan yang diajukan oleh masyarakat,
rti Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk. Penggunaan dokumen

tersebut dianggap sebagai cara yang paling praktis untuk mengetahui

hubungan keluarga antara pewaris dengan pihak-pihak yang mengajukan

106 Nasir, Muliani Sam, dan Herman Dema, Op.Cit,. hlm.118.
197 Hasil wawancara penulis dengan Bapak Indra Sonisa selaku Seksi Pemberdayaan
Masyarakat, 6 April 2026.
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permohonan Surat Keterangan Ahli Waris. Melalui Kartu Keluarga, aparat
kelurahan dapat melihat susunan anggota keluarga yang tercatat secara
administratif, sedangkan Kartu Tanda Penduduk digunakan untuk memastikan
identitas masing-masing pihak yang bersangkutan. Dalam praktiknya,
ketergantungan terhadap dokumen administrasi kependudukan sebagai dasar
pencantuman ahli waris menyebabkan pihak yang paling sering dicantumkan
am Surat Keterangan Ahli Waris adalah istri dan anak dari pewaris. Kondisi
ini terjadi karena istri dan anak pada umumnya merupakan anggota keluarga
inti yang masih tercatat dalam satu Kartu Keluarga dengan pewaris pada saat
yang bersangkutan meninggal dunia.

Keberadaan mereka dapat dengan mudah dibuktikan melalui dokumen
administrasi yang diajukan oleh pemohon, erti Kartu Keluarga, Kartu
Tanda Penduduk, maupun dokumen kependudukan lainnya. Oleh karena itu,
aparat kelurahan cenderung menjadikan data yang tercantum dalam dokumen
tersebut sebagai dasar utama dalam menentukan pihak-pihak yang akan
dicantumkan sebagai ahli waris. Sebaliknya, orang tua pewaris sering kali
tidak lagi tercantum dalam Kartu Keluarga yang sama dengan pewaris karena
berbagai alasan, seperti telah memiliki Kartu Keluarga tersendiri, bertempat
tinggal di lokasi yang berbeda, atau karena perubahan susunan keluarga setelah
pewaris menikah dan membentuk rumah tangga sendiri. Akibatnya,
keberadaan orang tua pewaris tidak selalu terlihat dalam dokumen administrasi

yang diajukan oleh pé:mohon.m8

198 1hid.
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Kondisi tersebut menyebabkan orang tua pewaris sering kali tidak menjadi
perhatian utama dalam proses pencantuman ahli waris, meskipun secara

hukum mereka masih memiliki kedudukan sebagai ahli waris yang sah dan

berhak memperoleh bagian warisan apabila enuhi syarat-syarat kewarisan
yang telah ditentukan. Situasi ini menunjukkan bahwa keberadaan seseorang
sebagai ahli waris dalam praktik administrasi tidak selalu sejalan dengan
kedudukannya sebagai ahli waris menurut ketentuan hukum kewarisan.
Berdasarkan il wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Indra
Sonisa di Kelurahan pada umumnya lebih menitikberatkan pada data yang
tersedia dalam dokumen administrasi yang diajukan oleh pemohon.

Apabila dalam dokumen tersebut hanya tercantum istri dan anak, maka
pihak-pihak itulah yang biasanya dicantumkan dalam Surat Keterangan Ahli
Waris. Sementara itu, keberadaan orang tua pewaris baru akan
dipertimbangkan apabila diinformasikan oleh keluarga atau terdapat dokumen
lain yang menunjukkan hubungan dan udukan mereka sebagai ahli waris.
Dengan demikian, proses pencantuman ahli waris lebih banyak didasarkan
pada pendekatan administratif daripada kajian mendalam mengenai ketentuan
hukum kewarisan yang berlaku. Keadaan ini menunjukkan adanya
kecenderungan bahwa penerbitan Surat Keterangan Ahli Waris di Kelurahan
Tembilahan Hilir lebih berorientasi pada kemudahan pembuktian administrasi.
Dari sisi pelayanan publik, cara tersebut memang dapat mempercepat proses

penerbitan surat karena aparat kelurahan cukup memeriksa dokumen yang

diajukan oleh pemohon.
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Namun, di sisi lain, pendekatan tersebut berpotensi menimbulkan
ketidaksesuaian dengan ketentuan hukum kewarisan apabila terdapati waris
yang secara hukum berhak menerima warisan tetapi tidak tercantum dalam
dokumen kependudukan yang dijadikan dasar penerbitan Surat Keterangan
Ahli Waris. Oleh karena itu, pencantuman ahli waris yang hanya berpedoman
pada dokumen administrasi kependudukan perlu dilakukan secara lebih cermat
dengan mempertimbangkan pula ketentuan hukum kewarisan yang berlaku.
Hal ini penting agar seluruh pihak yang memiliki hak waris dapat dicantumkan

secara lengkap dalam Surat Keterangan Ahli Waris sehingga tidak

menimbulkan permasalahan hukum maupun sengketa di kemudian hari "
Untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai praktik
pencantuman ahli waris dalam Surat Keterangan Ahli Waris di Kelurahan
Tembilahan Hilir, penulis juga melakukan wawancara dengan masyarakat
yang pernah mengajukan Surat Keterangan Ahli Waris sebagai pemohon.
Keterangan dari masyarakat diperlukan untuk mengetahui bagaimana proses
pencantuman ahli waris dipahami dan dilaksanakan dalam praktik, khususnya
dari sudut pandang pihak yang secara langsung mengajukan permohonan Surat
Keterangan Ahli Waris. Melalui wawancara tersebut, penulis memperoleh
informasi ngenai pihak-pihak yang dicantumkan sebagai ahli waris serta
dasar yang digunakan dalam proses pengajuan Surat Keterangan Ahli Waris.
Untuk mengetahui bagaimana praktik pencantuman ahli waris diterapkan

dalam proses pengajuan Surat Keterangan Ahli Waris, penulis kemudian

melakukan wawancara dengan masyarakat yang pernah mengajukan Surat

1% Hasil wawancara penulis dengan Bapak Indra Sonisa selaku Seksi Pemberdayaan
Masyarakat, 6 April 2026.
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Keterangan Ahli Waris di Kelurahan Tembilahan Hilir. Dalam hal ini,
berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Ibu Suriyah

selaku responden atau pemohon SKW pada tanggal 20 April 2026, selaku istri

dari pewaris, diperoleh keterangan bahwa dirinya tidak memahami secara
menyeluruh mengenai pihak-pihak yang seharusnya dicantumkan sebagai ahli

110

waris dalam Surat Keterangan Ahli Waris. = Menurut penuturannya, setelah

suaminya meninggal dunia, dirinya langsung mengurus berbagai keperluan

administrasi yang berkaitan dengan harta peninggalan maupun dokumen milik

pewaris, sehingga pengurusan Surat Keterangan Ahli Waris juga dilakukan
olehnya sebagai istri dari pewaris.

Ibu Suriyah menjelaskan wa Surat Keterangan Ahli Waris tersebut
diperlukan untuk mengurus berbagai keperluan administrasi yang berkaitan
dengan harta peninggalan suaminya. Pada saat itu, pihak yang berwenang
mensyaratkan adanya urat Keterangan Ahli Waris sebagai salah safu
persyaratan administrasi sehingga dirinya mengurus penerbitan surat tersebut
di Kelurahan Tembilahan Hilir. Dalam proses pengurusan tersebut, dirinya
hanya mengikuti prosedur administrasi yang diarahkan oleh pihak Kelurahan
tanpa mengetahui secara rinci mengenai ketentuan hukum waris terkait pihak-

111

pihak yang memiliki hak kewarisan.

bahwa pada saat pengurusan Surat Keterangan Ahli Waris, pihak yang

Lebih lanjut, Ibu Suriyah menjelaskan

dicantumkan sebagai ahli waris hanya terdiri dari dirinya selaku istri pewaris
serta anak-anak pewaris. Menurut keterangannya, pencantuman tersebut

dilakukan karena dalam praktik administrasi yang dijelaskan kepadanya, ahli

1% Hasil wawancara penulis dengan Ibu Suriyah selaku pemohon SKW, 20 April 2026.
1 g
hid.
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waris yang paling utama dianggap adalah istri dan anak. Sementara itu,
menurut keterangannya orang tua pewaris atau orang tua suaminya tidak
dicantumkan dalam Surat Keterangan Ahli Waris meskipun masih hidup.
Dirinya mengaku tidak mengetahui bahwa orang tua pewaris juga termasuk

pihak yang memiliki kedudukan sebagai ahli waris menurut ketentuan hukum

112

waris. - Selain itu, berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Ibu

Suriyah, kurangnya penjelasan maupun pemberitahuan dari aparat Kelurahan
mengenai ak-pihak yang berhak menjadi ahli waris turut memengaruhi
pencantuman ahli waris dalam Surat Keterangan Ahli Waris. Dalam proses
pengurusan tersebut, aparat Kelurahan lebih banyak berpedoman pada
kumen administrasi kependudukan seperti Kartu Keluarga dan Kartu Tanda
Penduduk yang diajukan oleh pemohon.

Oleh karena itu, pihak yang dicantumkan umumnya hanya anggota keluarga
inti yang tercantum dalam dokumen kependudukan tersebut.' " Keterangan
ng diperoleh dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa praktik
pencantuman ahli waris di Kelurahan Tembilahan Hilir masih sangat
dipengaruhi oleh pendekatan administratif. Hal ini terlihat dari tujuan
pengurusan rat Keterangan Ahli Waris yang lebih dipahami masyarakat
sebagai pemenuhan persyaratan administrasi untuk mengurus kepentingan
yang berkaitan dengan harta peninggalan pewaris. Dalam praktiknya,
masyarakat cenderung mengikuti prosedur yang diarahkan oleh aparat

Kelurahan tanpa memahami secara mendalam mengenai ketentuan hukum

kewarisan yang berlaku. Akibatnya, pencantuman ahli waris lebih berfokus

2 Hasil wawancara penulis dengan Ibu Suriyah selaku pemohon SKW, 20 April 2026.
113 g .
Ihid.
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pada pihak-pihak yang dianggap paling dekat dengan pewaris dalam struktur
keluarga inti, yaitu istri dan anak, sedangkan pihak lain yang secara hukum
juga memiliki hak kewarisan, seperti orang tua pewaris, tidak selalu
dicantumkan dalam Surat Keterangan Ahli Waris.''* Apabila dikaji lebih
lanjut, kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara praktik
administrasi yang diterapkan di tingkat Kelurahan gan ketentuan hukum
kewarisan yang berlaku. Dalam hukum kewarisan, orang tua termasuk pihak

225
yang memiliki hubungan darah langsung dengan pewaris sehingga tetap

mempunyai hak kewarisan sepanjang masih hidup.115

Akan tetapi, dalam
praktik administrasi di lapangan, pencantuman ahli waris lebih menyesuaikan
pada data administrasi kependudukan serta pemahaman masyarakat yang
masih terbatas mengenai hukum waris.

Kondisi ini pada akhirnya berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara

pihak yang dicantumkan dalam Surat Keterangan Ahli Waris dengan pihak

yang sebenarnya memiliki hak kewarisan menurut hukum. Hasil wawancara
tersebut menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat mengenai
hukum kewarisan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pencantuman
ahli waris dalam Surat Keterangan Ahli Waris. Dalam praktiknya, masyarakat
cenderung mengikuti prosedur administrasi yang diarahkan pada saat
pengurusan Surat Keterangan Ahli Waris tanpa mengetahui secara menyeluruh

mengenai pihak-pihak yang sebenarnya memiliki hak kewarisan menurut

hukum. Akibatnya, pencantuman ahli waris lebih berfokus pada istri dan anak

" Hasil wawamca@tnulis dengan Ibu Suriyah selaku pemohon SKW, 20 April 2026.

'3 Ari Abdillah, “Pembagian Hak Waris kepada Ahli Waris karena Hubungan Darah,
Hubungan Perkawinan, dan karena Surat Wasiat,” LEX SUPREMA Jurnal Ilmu Hukum, Vol.
5.No. 2,2023,hlm. 518.
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pewaris sebagai keluarga inti yang tercantum dalam dokumen kependudukan.
Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Ibu

Hafifah pada 23 April 2026, diperoleh keterangan bahwa Surat Keterangan
Waris yang diajukannya digunakan sebagai salah satu persyaratan dalam
pengurusan sertifikat tanah peninggalan pewaris. Ibu Hafifah memahami
bahwa dalam ketentuan hukum waris am, orang tua pewaris, baik ayah
maupun ibu, tetap memiliki kedudukan sebagai ahli waris sepanjang masih
hidup. Menurut keterangannya, ayah dan ibu pewaris tetap berhak memperoleh
bagian risan karena keduanya mempunyai hubungan darah langsung dengan
pewaris. Pemahaman tersebut diketahuinya dari pengetahuan yang
berkembang di lingkungan masyarakat mengenai hukum kewarisan Islam, di
mana orang tua termasuk pihak yang mempunyai hak kewarisan bersama istri
dan anak-anak pewaris.”ﬁ

Namun demikian, meskipun memahami adanya hak kewarisan bagi ayah

dan ibu pewaris, pada saat proses pembuatan rat Keterangan Ahli Waris di
Kelurahan, pihak yang dicantumkan sebagai ahli waris hanya terdiri dari
dirinya selaku istri pewaris dan anak-anak pewaris. Sementara itu, ayah dan
ibu dari pewaris k dicantumkan dalam Surat Keterangan Ahli Waris
meskipun keduanya masih hidup. Menurut penuturannya, pencantuman
tersebut dilakukan mengikuti prosedur administrasi yang diterapkan am
proses pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris, di mana pihak yang lebih

difokuskan untuk dicantumkan adalah keluarga inti yang tercatat dalam

dokumen administrasi kependudukan, khususnya Kartu Keluarga.

"® Hasil wawancara penulis dengan Ibu Hafifah selaku pemohon SKW, 23 April 2026.
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Lebih lanjut, Ibu Hafifah menjelaskan bahwa pada saat pengurusan Surat

Keterangan Ahli Waris, dirinya tidak memperoleh penjelasan secara rinci
mengenai kemungkinan dicantumkannya ayah dan ibu pewaris sebagai ahli
waris dalam surat tersebut. Dalam praktiknya, proses pengurusan lebih
berfokus pada kelengkapan dokumen administrasi rti Kartu Tanda
Penduduk, Kartu Keluarga, dan akta kematian pewaris. Oleh karena itu, pihak
yang paling sering dicantumkan adalah istri dan anak sebagai anggota keluarga
yang secara langsung tercatat dalam administrasi kependudukan bersama

i Meskipun ayah dan ibu pewaris tidak dicantumkan dalam Surat

pewaris.
Keterangan Ahli Waris, Ibu Hafifah menyatakan bahwa hal tersebut tidak
menyebabkan dirinya mengabaikan hak kewarisan keduanya.

Setelah Surat Keterangan Ahli Waris selesai dibuat, pembagian harta
peninggalan pewaris tetap dibicarakan bersama anggota keluarga secara
musyawarah dan kekeluargaan. Dalam musyawarah tersebut, ayah dan ibu
pewaris tetap diberikan bagian dari harta warisan karena keluarga memahami
bahwa keduanya juga mempunyai hak sebagai orang tua dari I:-f:\J'vaIis;.118
Menurut keterangannya, penyelesaian secara kekeluargaan dipilih agar
hubungan antar anggota keluarga tetap terjaga dengan baik dan tidak
menimbulkan perselisihan mengenai pembagian warisan. Dirinya juga
berpendapat bahwa Surat Keterangan Ahli Waris lebih digunakan sebagai
kebutuhan administrasi dalam pengurusan dokumen tertentu, sedangkan

mengenai pembagian harta warisan tetap diselesaikan berdasarkan kesepakatan

keluarga serta mempertimbangkan pihak-pihak yang secara hukum

Hasil wawancara penulis dengan Ibu Hafifah selaku pemohon SKW, 23 April 2026.
118 4 -
Ibid.
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mempunyai hak kewarisan. Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa
dalam praktik di masyarakat, Surat Keterangan Ahli Waris tidak selalu
dijadikan sebagai dasar mutlak dalam menentukan pihak yang memperoleh
harta warisan. Hal ini terlihat dari keterangan Ibu Hafifah yang tetap
memberikan bagian warisan kepada ayah dan ibu pewaris melalui musyawarah
kekeluargaan meskipun keduanya tidak dicantumkan dalam surat keterangan
ahli waris.'"” Dalam beberapa keadaan, masyarakat tetap memahami bahwa
terdapat pihak lain yang secara hukum mempunyai hak kewarisan meskipun
tidak dicantumkan dalam Surat Keterangan Ahli Waris.

Kondisi ini memperlihatkan adanya perbedaan antara praktik administrasi
dalam pencantuman ahli waris dengan pelaksanaan pembagian warisan yang
dilakukan di lingkungan keluarga. Apabila dikaji lebih lanjut, kondisi tersebut
menunjukkan bahwa masyarakat pada dasarnya masih mempertimbangkan
nilai kekeluargaan dan ketentuan hukum waris dalam proses pembagian harta
peninggalan pf.:\.x.faris;.120 Temuan ini juga menunjukan bahwa tidak
dicantumkannya orang tua pewaris dalam SKW tidak selalu menghilangkan
hak kewarisan mereka dalam praktik pembagian warisan di lingkungan
keluarga. Namun demikian, kondisi tersebut tetap memperlihatkan adanya
ketidaksesuaian antara praktik pencantuman i waris dalam Surat Keterangan

Ahli Waris dengan ketentuan hukum kewarisan yang berlaku.

Apabila tidak disertai dengan pemahaman hukum yang memadai dari para

anggota keluarga, keadaan tersebut berpotensi menimbulkan kesalahpahaman

" Hasil wawancara penulis dengan Ibu Hafifah selaku pemohon SKW, @Jl’il 2026.
' Mardani, “Penyelesaian Sengketa Waris Islam Secara Kekeluargaan,” Al-Maslahah:
Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Vol. 5, No. 10, 2017, hlm. 112.
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mengenai pihak-pihak yang berhak menerima warisan serta dapat memicu
sengketa di kemudian hari. Meskipun pencantuman ahli waris dalam Surat
Keterangan Ahli Waris lebih berfokus pada aspek administratif, pelaksanaan
pembagian warisan dalam keluarga tetap memperhatikan pihak-pihak yang
dianggap memiliki hak kewarisan, termasuk ayah dan ibu pewaris. Dengan
demikian, praktik yang terjadi di masyarakat menunjukkan bahwa Surat
Keterangan Ahli Waris tidak sepenuhnya dijadikan sebagai penentu utama
dalam pembagian warisan, melainkan lebih dipandang sebagai dokumen
administratif yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengurusan
tertentu.'*!

Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis
terhadap responden lainnya, ditemukan bahwa tidak seluruh masyarakat
memahami fungsi dan kedudukan Surat Keterangan Ahli Waris secara
menyeluruh. Dalam praktiknya, sebagian masyarakat masih beranggapan
bahwa rat Keterangan Ahli Waris hanya digunakan sebagai persyaratan
administrasi dalam pengurusan dokumen tertentu dan bukan sebagai dokumen
yang berkaitan dengan penentuan pihak-pihak yang memiliki hak kewarisan.
Fenomena tersebut menunjukan bahwa pemahaman masyarakat mengenai
fungsi Surat Keterangan Ahli Waris masih cenderung bersifat administartif dan
belum sampai pada pemahaman terhadap aspek hukum yang terkandung
didalamnya. Padahal, SKW tidak hanya berfungsi sebagai dokumen
pendukung dalam pengurusan berbagai keperluan administrasi, tetapi juga

memiliki arti penting dalam menunjukan pihak-pihak yang diakui sebagai ahli

121 Nasir, Muliani Sam, dan Herman Dema, Op.Cit,. hlm.114.
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waris dari seseorang yang telah meninggal dunia. Dengan demikian
ketidakpahaman masyarakat terhadap fungsi kurn surat keterangan ahli
waris berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pencantuman ahli waris yang
pada akhirnya dapat memengaruhi perlindungan hak-hak kewarisan pihak
tertentu. Berdasarkan sil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak
Wahid selaku pemohon SKW pada tanggal 24 april 2026, diperoleh keterangan
bahwa setelah istrinya meninggal dunia, dirinya mengurus mbuatan Surat
Keterangan Ahli Waris sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam
pengurusan dana Taspen. Dalam proses pengurusan tersebut, pihak yang
dicantumkan sebagai ahli waris hanya terdiri dari dirinya selaku suami pewaris
dan anal\:-anaknya.122

Lebih lanjut, Bapak Wahid menjelaskan bahwa dirinya tidak mengetahui
bahwa orang tua dari pewaris pada dasarnya juga mempunyai hak kewarisan
dan dapat dicantumkan dalam Surat Keterangan Ahli Waris sepanjang masih
hidup. Menurut penuturannya, selama proses pengurusan rat Keterangan
Ahli Waris dirinya hanya mengikuti prosedur administrasi yang diarahkan
dalam proses pembuatan surat tersebut tanpa memahami secara mendalam
mengenai ketentuan hukum kewarisan. Keterangan tersebut menunjukan
bahwa masyarakat pada umumnya menyerahkan sepenuhnya ses
pembuatan suart keterangan ahli waris kepada pihak yang berwenang tanpa
melakukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai pa saja yang sebenarnya

berhak menjadi ahli waris menurut hukum. Kondisi ini menunjukan adanya

ketergantungan masyarakat terhadap mekanisme administrasi yang berlaku.

22 Hasil wawancara penulis dengan Bapak Wahid selaku pemohon SKW, 24 April
2026.
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Akibatnya, apabila terdapat kekeliruan dalam proses pencantuman ahli waris,
masyarakat sering kali tidak menyadarinya karena kurang memahami
ketentuan hukum kewarisan yang menjadi dasar penentuan ahli waris. Selain
itu, berdasarkan keterangannya, dirinya menganggap bahwa at Keterangan
Ahli Waris hanya merupakan surat pelengkap administrasi yang digunakan
untuk memenuhi persyaratan pengurusan dana Taspen dan bukan sebagai
dokumen yang nentukan siapa saja pihak yang sebenarnya memiliki hak
sebagai ahli waris. Oleh karena itu, dirinya tidak terlalu memahami bahwa
Surat Keterangan Ahli Waris pada dasarnya juga memuat ak-pihak yang
diakui sebagai ahli waris dari pewaris.

Bahkan menurut keterangannya, dirinya baru mengetahui bahwa orang tua
pewaris juga dapat memiliki hak kewarisan dan seharusnya dapat dicantumkan
dalam Surat Keterangan Ahli Waris setelah memperoleh penjelasan dari
penulis pada saat wawancara dilakukan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa
pemahaman masyarakat mengenai fungsi Surat Keterangan Ahli Waris masih
lebih berorientasi pada kepentingan administratif daripada aspek hukum
kewarisan.'” Masyarakat umumnya mengurus Surat Keterangan Ahli Waris
karena adanya kebutuhan administratif tertentu, seperti pengurusan dana
Taspen, sehingga perhatian mereka lebih terfokus pada kelengkapan
persyaratan yang diminta oleh instansi terkait. Akibatnya, masyarakat

cenderung tidak memahami bahwa Surat Keterangan Ahli Waris juga memiliki

fungsi untuk menjelaskan pihak-pihak yang memiliki kedudukan sebagai ahli

waris berdasarkan hubungan kekeluargaan dengan pewaris. Selain itu,

2 1hid.
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keterangan Bapak Wahid yang baru mengetahui adanya hak kewarisan orang
tua pewaris setelah wawancara dilakukan menunjukkan bahwa pengetahuan
masyarakat mengenai ketentuan hukum kewarisan masih relatif terbatas.
Dalam praktiknya, masyarakat lebih mengenal bahwa li waris terdiri dari
suami, istri, dan anak-anak, sedangkan keberadaan orang tua sebagai ahli waris
sering kali kurang dipahami. Padahal, menurut kum kewarisan Islam, orang
tua termasuk golongan ahli waris yang dapat memperoleh bagian warisan
apabila memenuhi syarat-syarat kewarisan dan tidak terhalang oleh sebab-
sebab tertentu.'**

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik pencantuman ahli waris
dalam Surat Keterangan Ahli Waris tidak hanya dipengaruhi oleh prosedur
administrasi yang berlaku, pi juga dipengaruhi oleh tingkat pemahaman
masyarakat mengenai hukum kewarisan. Semakin rendah pemahaman
masyarakat terhadap ketentuan kewarisan, semakin besar kemungkinan
terjadinya pencantuman ahli waris yang tidak sepenuhnya mencerminkan
pihak-pihak yang sebenarnya berhak menurut hukum. Di samping itu, Bapak
Wahid juga menjelaskan bahwa orang tua dari istrinya telah meninggal dunia
sebelum proses pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris dilakukan. Hasil
wawancara tersebut menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai
fungsi Surat Keterangan Ahli Waris masih relatif terbatas. Dalam praktiknya,
sebagian masyarakat menganggap bahwa rat Keterangan Ahli Waris hanya

berfungsi sebagai persyaratan administrasi dalam pengurusan dokumen

tertentu, tanpa memahami bahwa surat tersebut juga berkaitan dengan

12 Hasil wawancara penulis dengan Bapak Wahid selaku pemohon SKW, 24 April
2026.
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pencantuman k-pihak yang memiliki kedudukan sebagai ahli waris.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik pencantuman i waris dalam
Surat Keterangan Ahli Waris masih sangat dipengaruhi oleh pemahaman
masyarakat yang terbatas mengenai hukum kewarisan maupun fungsi hukum
dari Surat Keterangan Ahli Waris itu sendiri.'* Meskipun demikian, hasil
wawancara dengan responden lain menunjukkan kondisi yang berbeda. Dalam
beberapa kasus, ak yang dicantumkan sebagai ahli waris dalam Surat
Keterangan Ahli Waris telah mencerminkan pihak yang memang memiliki hak
kewarisan sesuai dengan keadaan keluarga pewaris. Salah satu temuan tersebut
diperoleh dari hasil wawancara penulis dengan Ibu Warni selaku pemohon
Surat Keterangan Ahli Waris.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diperoleh keterangan bahwa dirinya
melakukan pengurusan Surat Keterangan Ahli Waris setelah anak laki-lakinya
meninggal dunia dalam keadaan belum menikah dan belum memiliki anak.
Dalam keadaan tersebut, dirinya selaku ibu kandung dicantumkan agaj ahli
waris dalam Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat di Kelurahan. Menurut
keterangannya, pada saat proses pengurusan rat Keterangan Ahli Waris
dilakukan tidak terdapat pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap
pencantuman dirinya sebagai ahli waris. Hal tersebut karena almarhum tidak
meninggalkan keturunan maupun pasangan hidup yang dapat menjadi ahli

waris utama. Oleh sebab itu, dirinya sebagai ibu kandung dianggap sebagai

pihak keluarga yang memiliki hubungan darah langsung dengan pewaris.lzﬁ

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan oleh Ibu Warni, Surat

125 7.
Ibid.
12 Hasil wawancara penulis dengan Ibu Warni selaku pemohon SKW, 27 April 2026.
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Keterangan Ahli Waris tersebut dibuat untuk keperluan pengurusan balik nama
tanah milik anaknya yang telah meninggal dunia. Dalam proses pengurusan
tersebut, dirinya memenuhi berbagai persyaratan administrasi yang diminta
oleh pihak Kelurahan, seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, serta
dokumen pendukung lainnya sebagai dasar dalam penerbitan Surat Keterangan
Waris.'”’

Lebih lanjut, dirinya menjelaskan bahwa Surat Keterangan Ahli Waris
diperlukan sebagai salah satu dokumen yang menunjukkan hubungan hukum
antara dirinya dengan pewaris dalam proses pengurusan administrasi
pertanahan. Dengan adanya rat Keterangan Ahli Waris tersebut, proses
pengurusan balik nama tanah dapat dilakukan karena terdapat dokumen yang
menerangkan pihak yang berhak mewakili kepentingan ahli waris terhadap
harta peninggalan pewaris. Kemudian Ibu Warni juga menjelaskan bahwa
karena anaknya meninggal dunia dalam keadaan bujangan dan belum memiliki
keluarga inti berupa istri maupun anak, maka dirinya selaku ibu kandung
dianggap sebagai pihak yang mempunyai kedudukan sebagai ﬁi waris
terhadap harta peninggalan anaknya tersebut. Oleh karena itu, namanya
dicantumkan dalam t Keterangan Ahli Waris yang digunakan sebagai
dasar administrasi dalam pengurusan balik nama tanah. Keterangan yang
disampaikan oleh Ibu Warni menunjukkan bahwa pencantuman dirinya
sebagai ahli waris tidak semata-mata dilakukan berdasarkan hubungan

kekeluargaan yang diakui secara administratif, tetapi juga didasarkan pada

keadaan keluarga pewaris yang memang tidak meninggalkan ahli waris berupa

Y27 1hid.
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istri maupun anak. Dengan demikian, pencantuman ibu kandung sebagai ahli

waris dalam Surat Keterangan Ahli Waris tersebut dilakukan dengan
mempertimbangkan kondisi keluarga pewaris yang s;f:be:namya.128 Keterangan
tersebut juga sejalan dengan hasil wawancara penulis dengan aparat Kelurahan
Tembilahan Hilir yang menyatakan bahwa ila seorang anak laki-laki
meninggal dunia dalam keadaan belum menikah, maka ibu kandung atau
“mamak” dari pewaris dapat dicantumkan sebagai ahli waris sepanjang masih
hidup.

Menurut pihak Kelurahan, pencantuman tersebut dilakukan karena dalam
keadaan pewaris belum memiliki istri dan anak, maka orang tua menjadi ak
keluarga terdekat yang memiliki hubungan darah langsung dengan pewaris.
Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pencantuman ibu kandung
agai ahli waris dalam Surat Keterangan Ahli Waris dilakukan dengan
mempertimbangkan keadaan keluarga pewaris pada saat meninggal dunia.
Dalam kasus ini, pewaris tidak meninggalkan istri maupun anak yang dapat
menjadi ahli waris, sehingga orang tua, khususnya ibu kandung yang masih

hidup, dicantumkan sebagai pihak yang memiliki hubungan keluarga langsung

129

dengan pewaris. ©~ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dalam praktik

pencantuman ahli waris di Kelurahan Tembilahan Hilir, keadaan keluarga
pewaris menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan
pihak yang dicantumkan sebagai ahli waris dalam Surat Keterangan Ahli

Waris. Menurut keterangan yang diberikan oleh Ibu Siti Fatimah, pihak

Kelurahan terlebih dahulu melihat keadaan keluarga pewaris berdasarkan

%8 Hasil wawancara penulis dengan Ibu Warni selaku pemohon SKW, 27 April 2026.
129 .
Ibid.
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dokumen administrasi yang diajukan oleh pemohon. Melalui dokumen
tersebut, pihak Kelurahan dapat mengetahui hubungan keluarga antara pewaris
dengan pihak-pihak yang masih hidup sehingga dapat menjadi dasar dalam
pencantuman ahli waris pada Surat Keterangan Ahli Waris. Oleh karena itu,
keberadaan dokumen administrasi kependudukan memiliki peranan penting
dalam proses penerbitan Surat Keterangan Ahli Waris di Kelurahan
Tembilahan Hilir." Dari keterangan yang diperoleh terlihat bahwa praktik
pencantuman ahli waris di Kelurahan Tembilahan Hilir pada dasarnya
menyesuaikan dengan kondisi keluarga pewaris.

Dalam keadaan pewaris telah memiliki istri dan anak, pihak yang lebih
dominan dicantumkan dalam Surat Keterangan Ahli Waris ialah istri dan anak
pewaris. Namun, apabila pewaris meninggal dunia dalam keadaan belum
menikah dan belum memiliki anak, maka orang tua dapat dicantumkan agai
ahli waris dalam Surat Keterangan Ahli Waris. Temuan tersebut menunjukkan
bahwa tidak terdapat pola pencantuman ahli waris yang sepenuhnya sama
dalam setiap penerbitan ﬁrat Keterangan Ahli Waris. Pihak yang dicantumkan
sebagai ahli waris at berbeda antara satu kasus dengan kasus lainnya karena
dipengaruhi oleh keadaan keluarga yang ditinggalkan oleh pewaris. Dengan
demikian, pihak Kelurahan menyesuaikan pencantuman ahli waris berdasarkan
data keluarga yang dimiliki oleh pemohon pada saat pengajuan Surat
Keterangan Ahli Waris dilakukan. 1 Keadaan tersebut menunjukkan bahwa

pencantuman ahli waris di tingkat Kelurahan masih sangat dipengaruhi oleh

struktur keluarga inti serta keadaan keluarga pewaris pada saat Surat

% Hasil wawancara penulis dengan Ibu Siti Fatimah selaku Seksi Pemerintahan di

Kelurahan Tembilahan Hilir, 10 April 2026.
B Ibid.
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Keterangan Ahli Waris dibuat. Dengan demikian, praktik yang terjadi di

lapangan memperlihatkan bahwa pencantuman ahli waris dalam Surat
Keterangan Ahli Waris tidak selalu dilakukan secara tetap, melainkan dapat
menyesuaikan dengan kondisi keluarga serta hubungan kekeluargaan yang
dimiliki oleh pewaris. Selain itu, temuan ini juga menunjukkan bahwa pihak
Kelurahan lebih menitikberatkan proses pencantuman ahli waris pada keadaan
keluarga yang dapat dibuktikan melalui dokumen administrasi kependudukan
yang diajukan oleh masyarakat.

Oleh karena itu, ak yang dicantumkan sebagai ahli waris dalam Surat
Keterangan Ahli Waris pada umumnya merupakan pihak-pihak yang dapat
diidentifikasi berdasarkan hubungan keluarga yang tercantum dalam dokumen
administrasi tersebut. Kondisi ini memperlihatkan bahwa praktik pencantuman
ahli waris yang dilakukan di Kelurahan Tembilahan Hilir memiliki keterkaitan
yang erat dengan data administrasi kependudukan yang dimiliki oleh
pr::mohon.132 Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan
penulis terhadap responden lainnya, ditemukan bahwa dalam praktik
pencantuman ahli waris di Kelurahan Tembilahan Hilir, pihak yang lebih
dominan dicantumkan sebagai ahli waris tetap berfokus pada istri dan anak
pewaris sebagai keluarga inti. Kondisi tersebut terjadi meskipun orang tua
pewaris masih hidup dan secara hukum memiliki hak kewarisan. Praktik
demikian tc.rlihat ri hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Ibu

11

Asnah.'* Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Ibu

Asnah, diperoleh keterangan bahwa dirinya mengurus pembuatan Surat

12 Hasil wawancara penulis dengan Ibu Siti Fatimah selaku Seksi Pemerintahan di
Keluraharfelsmbilahan Hilir, 10 April 2026.
" Hasil wawancara penulis dengan Ibu Asnah selaku pemohon SKW, 1 Me1 2026.
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Keterangan Ahli Waris setelah suaminya meninggal dunia untuk keperluan
pengajuan klaim asuransi. Dalam proses pengurusan tersebut, dirinya diminta
untuk melengkapi beberapa persyaratan administrasi seperti Kartu Tanda
Penduduk, Kartu Keluarga, serta surat kematian pewaris sebagai dasar arn
pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris. Menurut keterangannya, pada saat
proses mbuatan Surat Keterangan Ahli Waris dilakukan, pihak Kelurahan
tidak menanyakan mengenai keadaan orang tua dari suaminya, termasuk
apakah ayah atau ibu pewaris masih hidup atau tidak.

Dalam praktiknya, pihak yang dicantumkan agai ahli waris hanya terdiri
dari dirinya selaku istri pewaris dan anak-anaknya sebagai keluarga inti yang
tercantum dalam dokumen administrasi kependudukan. Oleh karena itu, ayah

259
dari pewaris yang pada saat itu masih hidup tidak dicantumkan dalam Surat

134

Keterangan Ahli Waris yang dibuat di Kelurahan. Temuan tersebut

menunjukkan bahwa proses pencantuman i waris dalam Surat Keterangan
Ahli Waris lebih banyak didasarkan pada data keluarga inti yang tercantum
dalam dokumen administrasi kependudukan. Dalam praktiknya, keberadaan
orang tua pewaris tidak selalu menjadi aspek yang ditelusuri lebih lanjut pada
saat proses pengajuan Surat Keterangan Ahli Waris dilakukan. Akibatnya,
ak-pihak yang secara hukum masih memiliki hubungan kewarisan dengan
pewaris berpotensi tidak dicantumkan dalam Surat Keterangan Ahli Waris
apabila tidak tercantum dalam dokumen administrasi yang dijadikan dasar

penerbitan surat tersebut. Lebih lanjut, Ibu Asnah menjelaskan bahwa dirinya

pada awalnya tidak mengetahui bahwa orang tua pewaris, termasuk ayah dari

3 Ibid.
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suaminya, pada dasarnya juga memiliki hak kewarisan dan dapat dicantumkan
dalam Surat Keterangan Ahli Waris sepanjang masih hidup. Menurut
penuturannya, dirinya hanya mengikuti prosedur administrasi yang diarahkan
dalam proses pengurusan at Keterangan Ahli Waris dan menganggap
bahwa pihak yang paling berhak dicantumkan sebagai ahli waris ialah istri dan

'¥3 Keterangan tersebut memperlihatkan bahwa pemahaman

anak pewaris.
masyarakat mengenai pihak-pihak yang berhak menjadi ahli waris masih
cenderung terbatas pada anggota keluarga inti, yaitu suami, istri, dan anak.
Pemahaman demikian menyebabkan masyarakat sering kali tidak mengetahui
bahwa orang tua pewaris juga dapat memiliki kedudukan sebagai ahli waris
sepanjang memenuhi syarat-syarat kewarisan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat mengenai hukum
kewarisan masih menjadi salah satu faktor yang memengaruhi praktik
pencantuman ahli waris dalam Surat Keterangan Ahli Waris. Selain itu,
berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa meskipun ayah dari
pewaris tidak dicantumkan dalam Surat Keterangan Ahli Waris, pihak keluarga
tetap memberikan bagian tertentu kepada ayah pewaris secara kekeluargaan.
Namun demikian, praktik tersebut pada dasarnya nunjukkan bahwa
pencantuman ahli waris dalam Surat Keterangan Ahli Waris belum
sepenuhnya mencerminkan pihak-pihak yang secara hukum memiliki hak

. 136
kewarisan.

Pemberian bagian kepada ayah pewaris secara kekeluargaan
menunjukkan bahwa pihak keluarga pada dasarnya masih mengakui adanya

hubungan dan kepentingan ayah pewaris terhadap harta peninggalan anaknya.

* Hasil wawancara penulis dengan Ibu Asnah selaku pemohon SKW, 1 Mei 2026.

36 Ihid.
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Akan tetapi, pengakuan tersebut dilakukan di luar pencantuman resmi dalam
Surat Keterangan Ahli Waris. Dengan kata lain, terdapat perbedaan antara
pihak yang dicantumkan dalam dokumen administrasi dengan pihak yang

dalam praktik keluarga masih dianggap berhak memperoleh bagian dari harta

7 Keadaan tersebut menunjukkan bahwa Surat

peninggalan pewaris.'
Keterangan Ahli Waris yang diterbitkan tidak selalu menggambarkan seluruh
pihak yang memiliki hak kewarisan menurut ketentuan hukum yang berlaku.
Meskipun tidak menimbulkan sengketa dalam kasus yang dialami oleh Ibu
Asnah, kondisi tersebut tetap menunjukkan adanya kemungkinan tidak
tercantumnya i waris tertentu dalam Surat Keterangan Ahli Waris,
khususnya apabila proses pencantuman lebih berfokus pada keluarga inti dan
data administrasi kependudukan yang diajukan oleh pemohon."**

Apabila dikaji lebih lanjut, kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik
pencantuman ahli waris di Kelurahan Tembilahan Hilir masih lebih berfokus
pada aspek administratif dan keluarga inti pewaris, yaitu istri dan anak yang
tercantum dalam dokumen kependudukan. Padahal, dalam ketentuan hukum
kewarisan, orang tua pewaris juga termasuk pihak yang memiliki hak
kewarisan sepanjang masih hidup karena mempunyai hubungan darah
langsung dengan pewaris. Oleh karena itu, pencantuman i waris dalam
Surat Keterangan Ahli Waris seharusnya tidak hanya berpedoman pada
kelengkapan administrasi kependudukan semata, ftetapi juga perlu

memperhatikan ketentuan hukum kewarisan agar hak seluruh ahli waris dapat

terlindungi secara hukum. Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara yang

" Hasil wawancara penulis dengan Ibu Asnah selaku pemohon SKW, 1 Mei 2026.
138 1.
Ibid.
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dilakukan penulis terhadap responden penelitian, dapat dipahami bahwa
praktik pencantuman ahli waris dalam Surat Keterangan Ahli Waris di
Kelurahan Tembilahan Hilir pada umumnya masih lebih berfokus pada
keluarga inti pewaris, yaitu istri atau suami serta anak-anak pewaris. Dalam
praktiknya, pencantuman ahli waris lebih banyak didasarkan pada dokumen

administrasi kependudukan seperti Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk

yang diajukan oleh masyarakat pada saat ses pembuatan Surat Keterangan
Ahli Waris dilakukan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kondisi
keluarga pewaris sangat memengaruhi pihak-ak yang dicantumkan sebagai
ahli waris dalam Surat Keterangan Ahli Waris. Apabila pewaris meninggal
dunia dalam keadaan telah memiliki istri dan anak, maka pihak yang lebih
dominan dicantumkan sebagai ahli waris ialah istri dan anak pewaris.
Sebaliknya, apabila pewaris meninggal dunia dalam keadaan belum menikah
dan belum memiliki anak, maka orang tua pewaris dapat dicantumkan sebagai
ahli waris dalam Surat Keterangan Ahli Waris.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik pencantuman ahli waris di
tingkat Kelurahan pada dasarnya menyesuaikan dengan struktur keluarga
pewaris yang tercantum dalam administrasi kependudukan. Selain itu,
asarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis, diketahui bahwa
sebagian masyarakat masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai
pihak-pihak yang memiliki hak kewarisan menurut hukum. Dalam praktiknya,
masyarakat pada umumnya memahami bahwa li waris hanya terdiri dari
suami atau istri dan anak-anak pewaris, sedangkan kedudukan g tua

pewaris sebagai ahli waris masih kurang dipahami. Bahkan, beberapa

responden mengaku baru mengetahui bahwa orang tua pewaris juga memiliki
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hak kewarisan dan dapat dicantumkan dalam Surat Keterangan Ahli Waris
setelah memperoleh penjelasan pada saat wawancara dilakukan. Di samping
itu, hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa sebagian masyarakat
menganggap rat Keterangan Ahli Waris hanya sebagai dokumen
administratif yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengurusan tertentu,
seperti pengurusan dana Taspen, klaim asuransi, balik nama tanah, maupun
pengurusan harta peninggalan lainnya. Akibatnya, perhatian masyarakat lebih
berfokus pada pemenuhan persyaratan administrasi dibandingkan pemahaman
mengenai pihak-pihak yang sebenarnya memiliki hak kewarisan menurut
hukum.

Kondisi tersebut menyebabkan pencantuman ahli waris dalam Surat
Keterangan Ahli Waris sering kali hanya mengikuti pihak-pihak yang
dianggap paling berkepentingan dalam pengurusan administrasi tersebut.'”’
Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat Kelurahan Tembilahan Hilir,
praktik pencantuman i waris dalam Surat Keterangan Ahli Waris juga lebih
banyak berpedoman pada dokumen administrasi kependudukan yang diajukan
oleh masyarakat. Dalam pelaksanaannya, aparat Kelurahan melakukan
pemeriksaan terhadap Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, surat kematian
pewaris, serta dokumen pendukung lainnya sebagai dasar dalam menentukan
pihak-pihak yang dicantumkan am Swurat Keterangan Ahli Waris. Oleh
karena itu, pihak yang paling sering dicantumkan sebagai ahli waris ialah

anggota keluarga inti yang tercatat secara administratif bersama pewaris.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara praktik administrasi

Tan Thong Kie, Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris, Jakarta: Ichtiar
Baru Van Hoeve, 2000, hlm. 362.
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dalam pencantuman ahli waris gan ketentuan hukum kewarisan yang
berlaku. Dalam ketentuan hukum kewarisan, orang tua pewaris termasuk ak
yang memiliki hubungan darah langsung dengan pewaris sehingga tetap
mempunyai hak kewarisan sepanjang masih hidup. Akan tetapi, dalam praktik
administrasi di tingkat Kelurahan, pencantuman ahli waris masih lebih
menitikberatkan pada keluarga inti pewaris yang tercantum dalam dokumen
kependudukan.'* Akibatnya, orang tua pewaris dalam beberapa keadaan tidak
dicantumkan dalam Surat Keterangan Ahli Waris meskipun secara hukum
memiliki hak kewarisan.

Meskipun demikian, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis,
dalam praktik pembagian harta warisan di lingkungan keluarga, masyarakat
tidak selalu sepenuhnya berpedoman pada pihak-pihak yang tercantum dalam
Surat Keterangan Ahli Waris. Dalam beberapa keadaan, keluarga tetap
memberikan bagian tertentu kepada orang tua pewaris melalui musyawarah
dan penyelesaian secara kekeluargaan. Namun demikian, praktik tersebut pada
dasarnya nunjukkan bahwa pencantuman ahli waris dalam Surat Keterangan
Ahli Waris belum sepenuhnya mencerminkan seluruh pihak yang secara

hukum memiliki hak kewarisan. Dengan demikian, pencantuman ahli waris

dalam Surat Keterangan Ahli Waris seharusnya tidak hanya didasarkan pada
aspek administratif semata, tetapi juga perlu memperhatikan ketentuan hukum
kewarisan mengenai pihak-pihak yang memiliki hak kewarisan. Hal tersebut
penting agar Surat Keterangan Ahli Waris k hanya berfungsi sebagai

dokumen administrasi, tetapi juga dapat memberikan kepastian hukum serta

140 Soerjono Soekanto, Op.Cit,. hlm 9.
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perlindungan terhadap hak seluruh ahli waris, termasuk orang tua pewaris yang
masih hidup.'""' Namun demikian, dalam praktiknya masyarakat tetap
berupaya menyelesaikan pembagian warisan melalui musyawarah keluarga
sebagai bentuk penyelesaian secara kekeluargaan. Penyelesaian tersebut
dilakukan untuk menjaga hubungan antaranggota keluarga serta menghindari
terjadinya perselisihan, meskipun tidak seluruh pihak yang secara hukum
memiliki hak kewarisan tercantum am Surat Keterangan Ahli Waris.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses pencantuman ahli waris pada
dasarnya merupakan hasil interaksi tara ketentuan hukum kewarisan dengan
praktik administrasi yang berlaku di lapangan. Oleh karena itu, meskipun
terdapat perbedaan dalam pemahaman mengenai pihak-pihak yang berhak
sebagai ahli waris, pelaksanaannya lebih banyak menyesuaikan dengan
kebutuhan administrasi serta kondisi nyata keluarga pewaris, tanpa
mengabaikan penyelesaian secara kekeluargaan dalam praktik pembagian
warisan.
B. Dampak Tidak Dicantumkannya Erang Tua Pewaris sebagai Ahli

Waris dalam Surat Keterangan Waris (SKW) serta Upaya

Penyelesaiannya

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kelurahan Tembilahan Hilir,
tidak dicantumkannya orang tua pewaris sebagai ahli waris dalam Surat
Keterangan Ahli Waris (SKW) menimbulkan berbagai dampak yang dapat
ditinjau dari aspek administratif, aspek hukum, serta aspek pemahaman

masyarakat mengenai kewarisan. Dampak tersebut pada umumnya tidak selalu

0
141 Utrecht, Pengantar dalam Hukum Indonesia, Ichtiar Baru, Jakarta, 1983, hlm 27.
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menimbulkan sengketa atau konflik secara langsung di tengah masyarakat,
namun berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara data g tercantum
dalam Surat Keterangan Ahli Waris dengan pihak-pihak yang sebenarnya
memiliki hak untuk mewaris menurut ketentuan hukum yang berlaku. Dari
aspek administratif, pencantuman ahli waris yang hanya berfokus pada pihak-
pihak yang tercantum dalam dokumen kependudukan, seperti istri, suami, dan
anak, menyebabkan informasi mengenai keberadaan orang tua pewaris yang
masih hidup sering kali ak tercantum dalam Surat Keterangan Ahli Waris.
Kondisi tersebut dapat mengakibatkan dokumen yang diterbitkan belum
sepenuhnya menggambarkan susunan ahli waris secara lengkap. Padahal, Surat
Keterangan Ahli Waris sering gunakan sebagai dasar dalam pengurusan
berbagai kepentingan hukum, seperti pengurusan harta peninggalan, peralihan
hak atas tanah, pencairan tabungan, maupun ngm‘usan hak-hak keperdataan
lainnya yang berkaitan dengan pewaris.

Dari aspek pemahaman masyarakat, hasil penelitian menunjukkan bahwa
sebagian masyarakat masih @ranggapan bahwa ahli waris hanya terdiri dari
pasangan dan anak-anak pewaris. Pemahaman tersebut muncul karena dalam
praktik administrasi yang dilakukan selama ini, pihak yang lebih sering
dicantumkan dalam Surat Keterangan Ahli Waris adalah anggota keluarga inti.
Akibatnya, masyarakat kurang memahami bahwa ng tua pewaris yang
masih hidup juga memiliki kedudukan sebagai ahli waris berdasarkan
hubungan darah langsung dengan pewaris dan memiliki hak yang diakui dalam
hukum kewarisan. Selain itu, dari aspek hukum, tidak dicantumkannya orang

tua pewaris dalam Surat Keterangan Ahli Waris berpotensi menimbulkan

ketidaksesuaian antara praktik administrasi yang dilakukan di tingkat
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kelurahan dengan ketentuan hukum kewarisan yang mengatur mengenai pihak-
pihak yang berhak menjadi ahli waris. Meskipun dalam praktiknya belum tentu
menimbulkan perselisihan, kondisi tersebut dapat menyebabkan hak orang tua
pewaris menjadi kurang terlindungi apabila di kemudian hari timbul
permasalahan terkait pembagian warisan. Oleh karena itu, pencantuman i
waris dalam Surat Keterangan Ahli Waris seharusnya tidak hanya didasarkan
pada data administrasi kependudukan semata, tetapi juga memperhatikan
ketentuan hukum kewarisan agar seluruh pihak yang memiliki hak waris dapat
tercantum secara lengkap dan memperoleh perlindungan hukum yang
memadai.

Berdasarkan uraian mengenai dampak tidak dicantumkannya orang tua
pewaris dalam Surat Keterangan Ahli Waris (SKW) di Kelurahan Tembilahan
Hilir, ditemukan beberapa konsekuensi yang muncul dalam praktik
pelaksanaannya. Dampak-dampak sebut tidak hanya berkaitan dengan aspek
administrasi kependudukan, tetapi juga berhubungan dengan pemahaman
masyarakat mengenai kewarisan serta kesesuaian antara praktik yang
diterapkan dengan ketentuan hukum kewarisan yang berlaku. Berdasarkan

hasil wawancara dan observasi yang dilakukan penulis, terdapat beberapa

dampak utama yang dapat diidentifikasi, yaitu sebagai berikut:

1) Ketidaksesuaian antara praktik administrasi dan ketentuan hukum
kewarisan
Salah satu dampak yang paling menonjol adalah adanya perbedaan antara

praktik pencantuman ahli waris dalam SKW dengan ketentuan hukum
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kewarisan yang berlaku.'"*” Dalam praktik di Kelurahan Tembilahan Hilir,
penentuan pihak yang dicantumkan sebagai ahli waris lebih banyak didasarkan
pada struktur arga inti pewaris, yaitu suami atau istri serta anak-anak. Hal
tersebut terjadi karena dalam proses administrasi, data yang digunakan sebagai
dasar utama adalah Kartu Keluarga (KK) yang menggambarkan susunan
keluarga inti secara administratif. Akibatnya, pihak di luar struktur keluarga
inti seperti orang tua pewaris dalam beberapa keadaan tidak tercantum dalam
SKW. Padahal apabila ditinjau dari ketentuan hukum kewarisan, orang tua
pewaris merupakan pihak g memiliki hubungan darah langsung dengan
pewaris dan tetap memiliki kedudukan sebagai ahli waris selama masih hidup.
Dengan demikian, terdapat perbedaan yang cukup jelas antara ketentuan

normatif dalam hukum kewarisan dengan praktik administratif yang diterapkan

di tingkat Kelurahan.'"

2) Terbatasnya pengakuan secara administratif terhadap orang tua pewaris
Dampak berikutnya adalah terbatasnya pengakuan administratif terhadap
orang tua pewaris dalam dokumen SKW. Hal ini disebabkan karena SKW
memiliki fungsi penting sebagai dokumen yang digunakan dalam berbagai
keperluan administrasi, seperti pengurusan klaim asuransi, pencairan dana
pensiun, maupun balik nama aset seperti tanah dan harta peninggalan lainnya.
Dengan tidak dicantumkannya orang tua pewaris, maka secara administratif
mereka tidak memiliki posisi formal dalam dokumen tersebut, meskipun dalam

kenyataan sosial masih memiliki hubungan kewarisan dengan pewaris. Kondisi

"2 Eman Supill’l‘l‘lim}p. Cit,. hlm.5.

'Y Ari Abdillah, “Pembagian Hak Waris kepada Ahli Waris karena Hubungan Darah,
Hubungan Perkawinan, dan karena Surat Wasiat,” LEX SUPREMA Jurnal Ilmu Hukum, Vol.
5.No. 2,2023,hlm. 312.
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ini menyebabkan SKW lebih merepresentasikan pihak-pihak yang tercatat
dalam administrasi kependudukan dibandingkan seluruh pihak yang memiliki
potensi hak kewarisan secara hukum.'** l ini juga terlihat dari hasil
wawancara dengan Ibu Suriyah yang menyatakan bahwa pencantuman ahli
waris dalam SKW pada umumnya mengikuti data yang terdapat dalam Kartu

Keluarga dan dokumen kependudukan lainnya, sehingga tidak semua pihak

yang secara hukum memiliki hubungan kewarisan tercantum dalam SKW.

3) Perbedaan pemahaman masyarakat mengenai fungsi Surat Keterangan Ahli

Waris.

Dampak lain yang muncul adalah masih terdapat perbedaan pemahaman
di kalangan masyarakat mengenai fungsi dari t Keterangan Ahli Waris itu
sendiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wahid, SKW lebih
dipahami sebagai dokumen persyaratan administrasi yang digunakan untuk
keperluan tertentu, seperti pengurusan Taspen, klaim asuransi, atau
administrasi lainnya. Pemahaman tersebut menyebabkan masyarakat
cenderung tidak mempermasalahkan secara mendalam mengenai pihak-pihak
yang tidak tercantum dalam SKW, karena fokus utama mereka adalah
terpenuhinya persyaratan administrasi untuk memperoleh hak tertentu.
Akibatnya, fungsi SKW sebagai dokumen yang menggambarkan seluruh ahli
waris menurut hukum tidak sepenuhnya dipahami oleh masyarakat.
4) Tidak teridentifikasinya seluruh pihak yang memiliki hubungan kewarisan

Dalam beberapa kasus yang ditemukan di lapangan, proses pembuatan

"**H.R. Daeng Naja, Teknik Pembuatan Akta (Buku Wajib Kenotariatan), Pustaka
Yustisia, Yogyakarta, 2012.
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SKW tidak secara menyeluruh menggali keberadaan seluruh pihak yang

memiliki hubungan kewarisan dengan pewaris, termasuk orang tua pewaris
yang masih hidup. Sebagaimana ditemukan dalam wawancara dengan Ibu
Asnah, proses administrasi lebih difokuskan pada istri dan anak sebagai
keluarga inti yang paling dekat secara administratif. Hal ini berdampak pada
tidak teridentifikasinya seluruh pihak yang secara hukum sebenarnya masih
memiliki potensi hak kewarisan. Dengan demikian, SKW yang diterbitkan
lebih mencerminkan kondisi administratif daripada kondisi hukum kewarisan
secara mf:nyf.:luruh.145
5) Dominasi keluarga inti dalam pencantuman ahli waris

Dampak lainnya adalah semakin dominannya keluarga inti dalam penentuan
ahli waris yang dicantumkan dalam SKW. Dalam praktiknya, istri atau suami
serta anak-anak pewaris menjadi pihak yang paling sering dicantumkan,
sedangkan orang tua pewaris hanya dicantumkan dalam kondisi tertentu,
misalnya apabila pewaris belum menikah atau belum memiliki keturunan.'*
Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Warni, pencantuman orang tua dalam
SKW baru dilakukan apabila tidak terdapat pasangan dan anak dari pewaris.
Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktik administrasi, struktur keluarga inti
menjadi faktor utama yang nentukan siapa saja yang dicantumkan sebagai
ahli waris.

6) Ketidaksempurnaan representasi ahli waris dalam dokumen SKW

Secara keseluruhan, tidak dicantumkannya orang tua pewaris dalam SKW

145 Ari Abdillah, Op. Cit,. him.313.
14 Habib Adjie, Pembuktian Sebagai Ahli Waris dengan Akta Notaris (Dalam Bentuk
Akta Keterangan Ahli Waris) Mandar Maju, Bandung , 2008, hlm. 17.
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menyebabkan dokumen tersebut tidak selalu mencerminkan seluruh pihak
yang secara hukum memiliki hak kewarisan. SKW lebih menggambarkan
kondisi administratif berdasarkan data kependudukan dan struktur keluarga
inti, bukan keseluruhan hubungan kewarisan menurut hukum. Dengan
demikian, terdapat kesenjangan antara fungsi SKW sebagai dokumen
administratif dengan kedudukannya dalam konteks hukum kewarisan, di mana
tidak semua pihak yang memiliki hak kewarisan dapat terakomodasi secara
lengkap dalam dokumen tersebut. Berdasarkan keseluruhan uraian mengenai
dampak tidak dicantumkannya orang tua pewaris sebagai ahli waris dalam
Surat Keterangan Ahli Waris (SKW) di Kelurahan Tembilahan Hilir, dapat
dipahami bahwa permasalahan yang muncul pada dasarnya tidak berdiri dalam
bentuk konflik hukum yang terbuka, melainkan lebih banyak berkaitan dengan
aspek administratif, pemahaman masyarakat, serta praktik pelaksanaan di
tingkat Kelurahan yang menyesuaikan dengan kondisi sosial dan data
kependudukan yang tersedia.

Dari hasil penelitian, terlihat bahwa SKW dalam praktiknya lebih banyak
mencerminkan struktur keluarga inti pewaris,%tu suami atau istri serta anak-
anak, yang tercatat dalam Kartu Keluarga. Kondisi ini menyebabkan pihak lain
yang secara hukum memiliki hubungan kewarisan, seperti orang tua pewaris,
tidak selalu tercantum dalam dokumen tersebut. Dengan demikian, terdapat
kesenjangan antara ketentuan hukum kewarisan yang bersifat normatif dengan
implementasi administratif yang diterapkan dalam penerbitan SKW di

lapangan.'’ Selain itu, SKW dalam praktiknya lebih dipahami oleh

Monika Ardia Ningsi Massora dan Victoria Pasan Putri, "Kekuatan Hukum Surat Keterangan Ahli Waris
bagi Golongan Bumiputera yang Dikuaikan oleh Camai”, Noiaire, Vol. 2, No. 3,2019, hlm. 286-288.
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masyarakat sebagai dokumen administratif yang digunakan untuk memenuhi
persyaratan tertentu, seperti pengurusan klaim asuransi, pencairan dana
pensiun, maupun pengurusan aset seperti tanah. ini sebagaimana terlihat
dari hasil wawancara dengan Bapak Wahid yang menunjukkan bahwa SKW
lebih dipandang sebagai syarat formal administrasi, bukan sebagai dokumen
yang menentukan secara menyeluruh siapa saja ahli waris menurut hukum.
Pemahaman tersebut turut memengaruhi sikap masyarakat yang cenderung
menerima susunan ahli waris sebagaimana tercantum dalam SKW tanpa
melakukan peninjauan lebih lanjut terhadap kemungkinan adanya pihak lain
yang secara hukum memiliki hak kewarisan.

Di sisi lain, proses administrasi yang dilakukan oleh Kelurahan juga sangat
bergantung pada dokumen kependudukan yang diajukan oleh masyarakat,
seperti Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk. Akibatnya, apabila tidak
terdapat keterangan yang lengkap mengenai seluruh anggota keluarga pewaris,
maka pencantuman ahli waris dalam SKW cenderung hanya berdasarkan data
yang tersedia. Hal ini menyebabkan tidak seluruh pihak yang memiliki
hubungan kewarisan dapat terakomodasi secara maksimal dalam dokumen
tersebut.Meskipun demikian, dalam praktik sosial di masyarakat, tidak
dicantumkannya orang tua pewaris dalam SKW tidak selalu berujung pada
pengabaian hak secara keseluruhan. Dalam beberapa kasus, keluarga tetap
melakukan pembagian secara musyawarah dan kekeluargaan, sehingga hak-
hak tertentu masih dapat diberikan kepada orang tua pewaris meskipun tidak
tercantum dalam dokumen formal SKW. Hal ini menunjukkan bahwa

masyarakat masih mempertahankan nilai-nilai  kekeluargaan dalam
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penyelesaian pembagian warisan di luar mekanisme administratif.'® Dengan
demikian, dapat disimpulkan bahwa dampak tidak dicantumkannya orang tua
pewaris dalam SKW lebih menitikberatkan pada aspek ketidaklengkapan
representasi dalam dokumen administrasi, perbedaan pemahaman mengenai
fungsi SKW, serta adanya kesenjangan antara praktik administratif dengan
ketentuan hukum kewarisan. Namun demikian, dalam realitas sosial,
masyarakat tetap berupaya menjaga keseimbangan melalui mekanisme
musyawarah keluarga, sehingga hubungan kekeluargaan tetap terpelihara

meskipun terdapat keterbatasan dalam pencatatan formal ahli waris.'

49

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa dampak yang muncul
tidak hanya menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam aspek administrasi,
tetapi juga memperlihatkan perlunya langkah-langkah penyesuaian dalam
praktik pencantuman ahli waris di tingkat Kelurahan. Hal ini penting agar
pelaksanaan SKW tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi
a dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh kepada masyarakat
mengenai pihak-pihak yang memiliki hak kewarisan.”™” Oleh karena itu,
diperlukan adanya ya-upaya penyelesaian yang dapat dilakukan baik oleh
masyarakat maupun aparat Kelurahan dalam mengatasi kondisi tersebut.

Berdasarkan uraian mengenai dampak tidak dicantumkannya orang tua pewaris

sebagai ahli waris dalam Surat Keterangan Ahli Waris (SKW) di Kelurahan

' Hasil wawancara penulis dengan Bapak Wahid selaku pemohon SKW, 24 April
2026.

149 Abi Hasan, “Kekuatan Hukum Surat Keterangan Ahli Waris yang Dikeluarkan
Kepala Kampong sebagai Alat Bukti dalam Menetapkan Ahli Waris di Mahkamah Syar’iyah
Aceh Singkil,” Jurnal Mediasas Media {lmu Syari’ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah, Vol. 3 No.
2,2024, .110-119.

50 Al Afandi , Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian, Rineka Cipta,
Jakarta, 2004, hlm.7.

104




Tembilahan Hilir, dapat dipahami bahwa permasalahan yang timbul pada
dasarnya ak hanya berkaitan dengan aspek ketidaksesuaian dalam
pelaksanaan administrasi, tetapi juga memperlihatkan adanya keterkaitan
antara pemahaman masyarakat, praktik administrasi di tingkat Kelurahan, serta
penerapan ketentuan hukum kewarisan dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi
tersebut menunjukkan bahwa SKW sebagai salah satu produk administrasi
kependudukan memiliki keterbatasan dalam menggambarkan secara
menyeluruh seluruh pihak g secara hukum memiliki potensi sebagai ahli
waris.

Apabila ditinjau lebih lanjut berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum
Islam Pasal 174 ayat (1), dijelaskan bahwa ahli waris menurut hubungan darah
terdiri dari beberapa golongan, baik laki-laki maupun perempuan, yang di
dalamnya secara tegas mencakup ayah dan ibu pewaris sebagai orang tua yang
memiliki hubungan darah langsung dengan pewaris. Ketentuan ini
menunjukkan bahwa orang tua merupakan bagian ri ahli waris yang sah
menurut hukum Islam, karena berada dalam garis keturunan ke atas (ushul),
sehingga keberadaannya tidak dapat dikesampingkan selama masih hidup serta
tidak terhalang oleh sebab-sebab yang ditentukan dalam hukum kewarisan.""
Namun demikian, dalam praktik yang ditemukan di lapangan, khususnya di
Kelurahan Tembilahan Hilir, proses pencantuman ahli waris dalam SKW lebih
banyak mengacu pada struktur keluarga inti yang tercatat dalam data

kependudukan, terutama Kartu Keluarga. Akibatnya, pihak yang berada di luar

keluarga inti, termasuk orang tua pewaris, tidak selalu tercantum dalam SKW

13l Kompilasi Hukum Islam, Pasal 174 ayat (1).
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meskipun secara normatif memiliki kedudukan sebagai ahli waris. Hal ini
menunjukkan adanya pergeseran fokus dalam praktik administrasi, dari
ketentuan hukum kewarisan menuju pendekatan administratif yang lebih
bersifat teknis dan berbasis data kependudukan. Kondisi tersebut berimplikasi
pada munculnya senjangan antara ketentuan hukum kewarisan yang bersifat
normatif dengan praktik administrasi yang diterapkan di tingkat Kelurahan. Di
satu sisi, hukum kewarisan dalam KHI memberikan pengakuan yang jelas
terhadap kedudukan orang tua sebagai ahli waris, namun di sisi lain, dalam
pelaksanaannya SKW tidak selalu mencerminkan secara lengkap seluruh pihak
yang memiliki hak tersebut.

Hal ini kemudian memunculkan dampak berupa ketidaksempurnaan dalam
representasi ahli waris di dalam dokumen SKW. Selain itu, situasi ini juga
menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap fungsi SKW masih
cenderung mengarah pada aspek administratif semata, sehingga tidak seluruh
pihak memperhatikan secara mendalam kesesuaian antara isi SKW dengan
ketentuan hukum kewarisan. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa
permasalahan yang muncul an hanya terletak pada aspek teknis pencatatan,
tetapi juga pada aspek pemahaman hukum serta praktik administrasi yang
berjalan secara bersamaan di lapangan. Oleh karena itu, berdasarkan berbagai
kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat kebutuhan untuk adanya
penyesuaian dan peningkatan pemahaman, baik dari pihak masyarakat maupun
aparat Kelurahan, agar pelaksanaan pencantuman ahli waris dalam SK'W dapat
gih selaras dengan ketentuan hukum kewarisan. Dengan demikian, SKW
56

tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif semata, tetapi juga dapat

mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang
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memiliki hak kewarisan, termasuk orang tua pewaris yang berada dalam garis
keturunan ke atas.”* Adapun Upaya yang dapat dilakukan, Berdasarkan hasil
penelitian di Kelurahan Tembilahan Hilir, praktik pencantuman i waris
dalam Surat Keterangan Ahli Waris (SKW) pada umumnya lebih
mengutamakan keluarga inti pewaris, yaitu istri atau suami serta anak-anak.
Kondisi tersebut menyebabkan orang tua pewaris tidak selalu dicantumkan
dalam SKW, meskipun dalam ketentuan hukum kewarisan orang tua termasuk
pihak yang memiliki hak kewarisan selama masih hidup.

Selain itu, praktik tersebut juga dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat
yang cenderung menganggap bahwa pihak yang paling utama sebagai ahli
waris adalah pasangan dan anak pewaris, terutama dalam pengurusan
administrasi seperti klaim asuransi, pengurusan Taspen, maupun pengalihan
hak atas harta peninggalan pewaris. Dengan demikian, pelaksanaan
pencantuman ahli waris dalam SKW di lapangan lebih banyak menyesuaikan
dengan praktik administrasi yang berkembang di masyarakat serta data
kependudukan yang diajukan oleh pemohon. Eleh karena itu, diperlukan
beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi ketidaksesuaian
dalam pencantuman ahli waris serta meningkatkan pemahaman masyaﬁcat

42

mengenai pihak-pihak yang memiliki hak kewarisan. Upaya tersebut tidak

hanya berkaitan dengan aspek administrasi, tetapi juga menyangkut

132 @isyah, “Kedudukan Surat Keterangan Ahli Waris dalam Penyelesaian Hukum
Waris di Indonesia,” Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Vol. 6, No. 2, 2022, him.145.
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pemahaman hukum serta pelaksanaan musyawarah dalam lingkungan keluarga
pf.:\:i.faris;.lf'3

1) Peningkatan Pemahaman Masyarakat mengenai Kedudukan Ahli Waris

Salah satu upaya yang penting dilakukan adalah meningkatkan pemahaman
masyarakat mengenai kedudukan ahli waris menurut hukum kewarisan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis, masih terdapat

masyarakat yang memahami bahwa i waris hanya terdiri dari istri atau
suami dan anak-anak pewaris. Pemahaman tersebut menyebabkan orang tua
pewaris tidak selalu dianggap sebagai pihak yang perlu dicantumkan dalam
SKW. Kondisi tersebut terlihat dari hasil wawancara dengan Bapak Wahid
yang menyatakan bahwa dirinya menganggap SKW hanya digunakan sebagai
persyaratan administrasi dalam pengurusan Taspen, sehingga tidak mengetahui
bahwa orang tua pewaris juga termasuk pihak yang memiliki hak kewarisan.

Selain itu, terdapat pula masyarakat yang lebih menyerahkan proses
pengurusan SKW kepada pihak istri atau keluarga inti tanpa memahami secara
mendalam mengenai susunan ahli waris menurut hukum kewarisan. Dengan
demikian, diperlukan adanya peningkatan pemahaman kepada masyarakat

bahwa ahli waris tidak hanya terbatas pada pasangan dan anak pewaris, tetapi

juga dapat mencakup orang tua pewaris selama masih hidup dan tidak
terhalang oleh sebab-sebab tertentu menurut hukum kewarisan. Pemahaman

tersebut penting agar masyarakat dapat mengetahui kedudukan masing-masing

pihak sebelum melakukan pengurusan SKW.

3
5% Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan, Jakarta:
Kencana, 2009, hlm.97.
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2) Peningkatan Ketelitian dalam Verifikasi Data Ahli Waris

Upaya berikutnya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan ketelitian
dalam proses verifikasi data ahli waris pada saat pembuatan SKw."™*
Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, proses pencantuman ahli waris masih
sangat bergantung pada dokumen ndudukan seperti Kartu Keluarga dan
Kartu Tanda Penduduk yang diajukan oleh pemohon. Akibatnya, pencantuman
ahli waris cenderung mengikuti susunan keluarga inti yang tercatat dalam
dokumen tersebut. Dalam beberapa kondisi, keberadaan orang tua pewaris
yang masih hidup tidak selalu ditanyakan secara rinci pada saat proses
pembuatan SKW. ini sebagaimana terlihat dari hasil wawancara dengan
Ibu Asnah yang menjelaskan bahwa proses pengurusan SKW lebih banyak
berfokus pada data istri dan anak pewaris sebagai pihak yang dianggap utama
dalam administrasi.

Oleh karena itu, diperlukan adanya ketelitian yang lebih mendalam dalam
proses pemeriksaan data ahli waris, khususnya dengan menanyakan secara
langsung mengenai keberadaan orang tua pewaris maupun ﬁak keluarga lain
yang memiliki hubungan darah langsung dengan pewaris. Langkah tersebut
penting agar pencantuman ahli waris dalam SKW tidak hanya berpedoman

pada data keluarga inti, tetapi juga mempertimbangkan hubungan kewarisan

berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.'™

21

'** Rani Apriani dan Hilda Yunita Silb‘P%sedur Pembuatan Surat Keterangan Ahli
Waris di Kelurahan Sarijadi Kota Bandung,” Jurnal Hukum Kenotariatan dan Keperdataan,
Vol. 4, NofZ¥4021, him. 115.

133 Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Iimu Hukum, Citra Aditya Bakti Bandung,
2013, hlm. 72.
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3) Pemberian Penjelasan oleh Aparat Kelurahan kepada Pemohon

Selain peningkatan verifikasi administrasi, upaya lain yang dapat dilakukan
adalah adanya pemberian penjelasan oleh aparat Kelurahan kepada masyarakat
yang mengajukan pembuatan SKW. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian
masyarakat belum memahami secara menyeluruh fungsi SKW maupun pihak-
pihak yang dapat memiliki hak kewarisan menurut hukum Islam. Kondisi
tersebut menyebabkan masyarakat cenderung mengikuti praktik administrasi
yang biasa dilakukan di lingkungan sekitar tanpa mengetahui bahwa ng tua
pewaris juga termasuk ahli waris selama masih hidup.

Oleh karena itu, aparat Kelurahan dapat memberikan penjelasan sederhana
kepada masyarakat mengenai pihak-pihak yang secara umum dapat termasuk
ahli waris sebelum SKW diterbitkan. =~ Pemberian  penjelasan  tersebut
penting agar masyarakat tidak hanya memahami SKW sebagai dokumen
administratif semata, tetapi juga memahami bahwa dokumen tersebut berkaitan
dengan pencantuman pihak-pihak ng memiliki hubungan kewarisan dengan
pewaris. Dengan adanya pemahaman tersebut, masyarakat diharapkan dapat
lebih memperhatikan kelengkapan pihak-pihak yang dicantumkan dalam
SKW."°
4) Musyawarah Keluarga sebagai Bentuk Penyelesaian Secara Kekeluargaan

erdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis, meskipun orang tua
pewaris tidak selalu dicantumkan dalam SKW, masyarakat pada umumnya
tetap berupaya menyelesaikan pembagian warisan melalui musyawarah

keluarga. Hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan Ibu Hafitah yang

156 Rani Apriani dan Hilda Yunita Sabrie, Op.Ciz,. hlm.116.
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menyatakan bahwa meskipun dalam SKW hanya tercantum dirinya dan anak-
anaknya, namun pembagian warisan tetap dibicarakan secara kekeluargaan dan
orang tua suaminya tetap diberikan bagian tertentu. Kondisi yang serupa juga
ditemukan dalam wawancara dengan Ibu Asnah, di mana keluarga tetap
memberikan bagian kepada ayah pewaris melalui kesepakatan keluarga
meskipun tidak tercantum dalam SKW. Hal ini menunjukkan bahwa dalam
praktik sosial masyarakat, musyawarah keluarga masih menjadi cara yang
dominan dalam menjaga hubungan antaranggota keluarga serta menghindari
perselisihan dalam pembagian warisan. Dengan demikian, musyawarah

keluarga dapat menjadi salah satu upaya yang dilakukan masyarakat untuk

menjaga keseimbangan hak antaranggota keluarga, khususnya terhadap pihak-

pihak yang secara hukum memiliki hubungan kewarisan tetapi belum

tercantum secara administratif dalam SKW.

5) Penyesuaian antara Praktik Administrasi dan Ketentuan Hukum Kewarisan

Upaya lain yang penting dilakukan adalah adanya penyesuaian antara

praktik administrasi pencantuman ahli waris dengan ketentuan hukum
kewarisan yang berlaku. Sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam

Pasal 174 ayat (1), ayah dan ibu termasuk golongan ahli waris menurut
hubungan darah. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa orang tua pewaris

memiliki kedudukan sebagai ahli waris selama masih hidup dan tidak terhalang

oleh sebab-sebab tertentu menurut hukum kewarisan."’

157 Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 ayat (1).
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Namun demikian, dalam praktik di lapangan, pencantuman ahli waris masih
lebih banyak berfokus pada keluarga inti pewaris. Oleh karena itu, diperlukan
adanya penyesuaian pemahaman dalam pelaksanaan administrasi agar
pencantuman ahli waris dalam SKW dapat lebih selaras dengan ketentuan
hukum kewarisan yang berlaku. Dengan adanya penyesuaian tersebut, SKW

diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administrasi semata, tetapi

juga dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai pihak-pihak

yang memiliki hak kewarisan menurut hukum.
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BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
L. Proses Implementasi pencantuman ahli waris dalam Surat Keterangan Ahli

Waris (SKW) di Kelurahan Tembilahan Hilir pada umumnya dilakukan
berdasarkan dokumen administrasi kependudukan yang diajukan oleh
masyarakat, erti Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan surat
kematian pewaris. Dalam praktiknya, pencantuman ahli waris lebih banyak
berfokus pada keluarga inti pewaris, yaitu istri atau suami serta anak-anak,
karena pihak tersebut dianggap sebagai ahli waris utama dalam pengurusan
administrasi seperti pengurusan asuransi, Taspen, maupun pengurusan harta
peninggalan pewaris. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan
pencantuman ahli waris di Kelurahan Tembilahan Hilir cenderung

menyesuaikan dengan data kependudukan dan praktik administrasi yang

berkembang di masyarakat.

2. Dampak tidak dicantumkannya orang tua pewaris sebagai ahli waris dalam
Surat Keterangan Ahli Waris (SKW) menunjukkan adanya perbedaan antara
praktik administrasi dengan ketentuan hukum kewarisan. lam Kompilasi
Hukum Islam Pasal 174 ayat (1), ayah dan ibu termasuk golongan ahli waris
berdasarkan hubungan darah, sehingga memiliki hak kewarisan selama masih

hidup. Akan tetapi, dalam praktiknya masih banyak masyarakat yang

memahami bahwa ahli waris hanya terdiri dari pasangan dan anak pewaris.
Selain itu, aparat Kelurahan juga cenderung berpedoman pada data

administrasi dan keluarga inti yang tercantum dalam dokumen kependudukan
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yang diajukan oleh pemohon. Kondisi tersebut menyebabkan belum
terpenuhinya astian dan perlindungan hukum secara maksimal terhadap
seluruh pihak yang memiliki hak kewarisan, khususnya orang tua pewaris.
Meskipun demikian, berdasarkan hasil penelitian, pembagian warisan dalam
masyarakat pada umumnya tetap diselesaikan melalui musyawarah keluarga,
sehingga orang tua pewaris dalam beberapa kondisi tetap diberikan bagian
secara kekeluargaan meskipun tidak tercantum dalam SKW. Dengan
demikian, dampak yang muncul lebih banyak berkaitan dengan keterbatasan

pemahaman masyarakat serta praktik administrasi dalam pencantuman ahli

waris.
B. Saran

1. Bagi pihak kelurahan, diharapkan kepada Kelurahan Tembilahan Hilir agar
m proses pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris (SKW) tidak hanya
berpedoman pada data administrasi kependudukan dan keluarga inti pewaris
semata, tetapi juga memperhatikan pihak-pihak lain yang secara hukum
memiliki hubungan kewarisan, seperti orang tua pewaris selama masih hidup.
Selain itu, Pihak Kelurahan diharapkan dapat melakukan pemeriksaan dan
penjelasan yang lebih rinci kepada masyarakat mengenai pihak-pihak yang
termasuk ahli waris menurut ketentuan hukum kewarisan, sehingga
pencantuman ahli waris dalam SKW dapat dilakukan secara lebih lengkap

dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh ahli waris.

2. Bagi masyarakat diharapkan kepada masyarakat agar lebih memahami

ketentuan hukum kewarisan, khususnya mengenai pihak-pihak yang memiliki

hak sebagai ahli waris menurut hubungan darah maupun hubungan
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perkawinan. Masyarakat juga diharapkan tidak hanya memahami SKW
sebagai dokumen administratif semata, tetapi juga sebagai dokumen yang
berkaitan dengan pencantuman pihak-pihak yang memiliki hak kewarisan.
Selain itu, penyelesaian pembagian warisan secara musyawarah dan
kekeluargaan perlu tetap dipertahankan agar hubungan antaranggota keluarga

tetap terjaga serta hak masing-masing ahli waris dapat terpenuhi dengan baik.
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